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Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018). Skripsi. Ilmu 
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Susilo SE., MS. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui IPM pada kabupaten dan kota di 
Jawa Timur. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di wilayah ini 
menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun sementara sumberdaya 
manusia yang dimiliki oleh kabupaten dan kota di Jawa Timur cukup 
melimpah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. 
Sementara itu PAD, Dana Perimbangan, serta Belanja Daerah merupakan 
wujud dari desentralisasi fiskal yang merupakan salah satu alat untuk 
mencapai sebuah tujuan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif 
sekunder dengan alat analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian 
menghasilkan temuan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap IPM. Selanjutnya, desentralisasi fiskal memiliki 
hubungan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa melalui mediasi 
IPM. Namun PAD tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sementara dana perimbangan memberikan 
pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta belanja 
modal memiliki pengaruh signifikan positif bagi pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur selama periode tahun 2014-2018. 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Desentralisasi Fskal, Pendapatan 








Sinuraya, Ruth Eugrina. 2020. The Effect of Fiscal Decentralization on 
Economic Growth through the Human Development Index 
(Case Study in Districts and Cities in East Java 2014-2018). 
Skripsi. Ilmu Ekonomi. Ekonomi dan Bisnis. Universitas 
Brawijaya. Dr. Susilo SE., MS. 
This study aims to look at the effect of fiscal decentralization on 
economic growth through HDI in districts and cities in East Java. This was 
triggered by economic growth in the region showing fluctuations that tended 
to decline while human resources owned by districts and cities in East Java 
were relatively abundant and the Human Development Index (HDI) 
continued to increase. Meanwhile, PAD, Balancing Funds, and Regional 
Expenditures are a form of fiscal decentralization which is one of the tools 
to achieve a goal. The method used is secondary quantitative with a path 
analysis tool (path analysis). The results of the study yielded findings that 
fiscal decentralization had a significant and positive effect on HDI. 
Furthermore, fiscal decentralization has a direct relationship to economic 
growth without going through HDI mediation. However, PAD did not have a 
significant effect on economic growth, while the balance fund had a 
significant negative effect on economic growth, and capital expenditure had 
a significant positive effect on economic growth in districts and cities in East 
Java during the 2014-2018  
Keyword: Economic Growth, HDI, Fiscal Decentralization, Local Revenue, 






1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkembang merupakan tujuan 
utama setiap negara. Dalam mencapai tujuan tersebut dapat dicapai melalui 
pembangunan ekonomi, sementara perkembangan saat ini banyak negara telah 
mengadopsi pembangunan ekonomi untuk dapat mempengaruhi perekonomian. 
Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi tidah hanya berfokus pada struktur 
ekonomi saja melainkan memiliki perubahan yang terjadi secara menyeluruh pada 
masyarakat maupun lembaga untuk membentuk kemajuan ekonomi bagi suatu 
negara. Sementara itu, suatu pembangunan sangat dipegaruhi oleh peranan  
pemerintah melalui perumusan program yang akan diterapkan kepada masyarakat 
ataupun daerah yang tertuang dalam kebijakan fiskal yang terbentuk. 
Menurut Irawan (1997), pembangunan ekonomi menunjukan hasil 
perubahan dalam struktur ouput dan alokasi input pada sektor perekonomian yang 
dapat menyebabkan kenaikan ouput melalui produktivitas. Oleh sebab itu, 
pembangunan akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi sementara pertumbuhan 
ekonomi belum tentu diikuti oleh pembangunan ekonomi. Menurut Hasan (2012), 
untuk melihat keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat melalui tingkat 
pertumbuhan ekonomi, sebab perkembangan aktivitas sektor ekonomi dapat di 
ukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pebangunan 
ekonomi seyogyanya sudah tidak dapat terpisahkan melainkan merupakan hal 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas ouput yang berasal 




Development Bank (ADB) menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu 
diperhatikan. Pada tahun 2018, negara Indonesia berada pada peringkat ke-6 dari 
10 negara si Asia Tenggara, yaitu sebesar 5.2%. hasil tersebut menunjukan bahwa 
negara Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Oleh sebab 
itu, saat ini negara Indonesia sedang gencar untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang lebih baik lagi. 
Gambar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi pada Negara Di Asia 
 
Sumber: Asian Development Bank, 2019 
Kondisi perekonomian pada tingkat makro tersebut tidak lepas dari pengaruh 
dari keadaan ekonomi di daerah NKRI. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 
itu, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar dari PDB Indonesia. Jawa 
Timur merupakan wilayah terluas diantara enam provinsi yang ada di Pulau Jawa 
dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Oleh sebab itu, 
wilayah ini memiliki potensi yang besar bagi pintu perekonomian terlebih lagi 
merupakan pusat perekonomian pada bagian timur Indonesia. Selanin itu, Jawa 




daerah di Pulau Jawa lainnya. Dengan angka tahunan PDRB yang tidak jauh 
dengan DKI Jakarta. 
Tabel 1. 1: PDRB Lapangan Usaha Atas Harga Konstan 2010 pada Provinsi 
di Pulau Jawa (Milyar Rupiah) 
PULAU 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 
DKI JAKARTA 1.373.389,1 1.454.563,8 1.539.916,8 1.635.366,5 1.736.195,6 1.547.886,4 
JAWA TIMUR 1.262.684,5 1.331.376,1 1.405.563,5 1.482.299,5 1.563.756,3 1.409.136,0 
JAWA BARAT 1.149.216,0 1.207.232,3 1.275.619,2 1.343.864,4 1.419.689,1 1.279.124,2 
JAWA 
TENGAH 
764.959,15 803.432,09 849.099,35 893.750,44 941.283,28 850.504,86 




79.536,08 83.474,45 87.685,81 92.302,02 98.026,56 88.204,98 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2019 
Laju pertumbuhan ekonomi yang dapat di cermati pada tingkat kabupaten 
dan kota Pada Jawa Timur tidak seperti yang dimiliki oleh tingkat provinsi. Jika di 
lihat lebih dalam lagi mengenai laju pertumbuhan, maka pada tingkat kabupaten 
dan kota di Jawa Timur berfluktuatif dari tahun ketahun. Dimana pertumbuhan 
ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sedangkan pada tahun sebelumnya 
lebih jatuh lagi. Selanjutnya sejak tahun 2016 terjadi penurunan hingga ke tahun 
2018. Sementara dalam Gambar 2.1 di bawah dapat menggambarkan 






Gambar 1. 1: Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota 
Jawa Timur 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018 
Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi, salah satu upaya 
pemerintah saat ini dapat dilakukan adalah dengan peningkatan sumber daya 
manusia. sebab sumber daya manusia yang berada pada wilayah ini cukup 
melimpah. Menurut data BPS (2018), lima belas persen penduduk Indonesia 
berada pada daerah Jawa Timur maka dalam rencana program pemerintahan 
yang berada di wilayah ini memiliki prioritas terhadap pembangunan sumber daya 
manusua. Hal ini dicermati oleh suatu pandangan bahwa sumber daya manusia 
mampu melakukan kegiatan yang bernilai ekonomis dan merupakan bagian dari 
proses produksi. 
Pembangunan manusia merupakan suatu investasi dari sebuah modal 
manusia yang harus dilakukan sebagaimana pada modal fisik. Lingkup 
pembangunan sumber daya manusia ini meliputi pendidikan dan pelatihan, 
kesehatan, gizi, dan pengembangan enterpreneurial yang nanti akan diakhiri 
dengan peningkatan produktivitas manusia. maka dari itu, indikator pembangunan 
sumberdaya manusia mencangkup pendidikan, kesehatan, gizi, dan lainnya 
(Tjokowinoto, 2012). Agar dapat mempermudah dalam melihat pembangunan 




organisasi PBB telah mengeluarkan sebuah perhitungan dengan nama Human 
Development Indeks (HDI). Pada perkembangannya Indonesia telah memiliki 
perhitungan atas keberadaan modal manusia yang tidak jauh berbeda, yaitu 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut memiliki tiga dimensi 
didalamnya, antara lain kesehatan, pendidikan, dan kemampuan seseorang dalam 
memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 
Secara menyeluruh dapat dilihat tingkat IPM yang dimiliki oleh Kabupaten 
dan Kota di Jawa Timur secara rata-rata di lima tahun terakhir mempunyai 
peningkatan yang positif. Jika dicermati lebih dalam lagi, IPM yang dimiliki pada 
wilayah ini sudah memasuki indeks pembangunan manusia yang tinggi sejak 
tahun 2017, sebab menurut Badan Pusat Statistik IPM yang bernilai diatas 70 dan 
dibawah 80 berstatus tinggi. Hal ini digambarkan melalui angka indeks sudah 
mencapai dan melebihi tujuh puluh walaupun jika dibandingkan dengan nasional 
masih dibawah angka nasional. 
Gambar 1. 2: Indeks Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur 
 
Sumber : BPS Jawa Timur, 2018 
Bagian terpenting dalam pembentukan perekonomian yang baik berada 
pada peran pemerintah. Menurut Kuncoro (2014) alat untuk dapat mencapai 




Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
menunjukan perwujudan yang pasti atas konsep otonomi daerah. Pada peraturan 
tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan 
kewewenangan kepada daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat yang 
merupakan tugas dan kewajiban pemerintah. Supaya pemerintah daerah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik, diperlukan suatu pembiayaan bagi 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan hal tersebut telah diwujudkan sebagai 
bentuk desentralisasi fiskal. 
Desentralisasi fiskal yang merupakan perwujudan dari rangkaian otonomi 
daerah dalam bidang keuangan, memiliki suatu makna independent baik bagi sisi 
pengeluaran maupun pendapatan. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) merupakan bentuk nyata dari konsep desentralisasi bidang 
keuangan sebab daerah diberikan kekuasaan untuk memanfaatkan sumber daya 
keuangan ataupun hak untuk membentuk pendapatan yang bersumber dari usaha 
daerah sendiri dan diberikan keleluasaan untuk mengelolanya atau menentukan 
pengeluaran daerah tersebut sebagai suatu upaya penyediaan pelayanan kepada 
masyarakat. Dalam postur APBD terdapat tiga pos keuangan, yaitu pendapatan 
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dan 
dipergunakan untuk kegiatan pemerintah dalam mengurus kepentingan 
masyarakat. Menurut undang-undang yang mengatur, pendapatan daerah terdiri 
atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang berasal dari 
pemerintah daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proporsi tertinggi 
pendapatan yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Jawa Timur adalah Dana 
Perimbangan, hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bertumpu 
pada kemampuan daerah saja melainkan juga oleh bantuan dari pemerintah pusat 




kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah 
nampakya tidak begitu berkontriusi dalam APBD, sehingga penelitian ini akan 
mengambil variabel PAD dan Dana Perimbangan dalam pos pendapatan daerah. 
Gambar 1. 3: Realisasi Pendapatan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di 
Jawa Timur 
 
Sumber: DJPK, diolah 2019 
Belanja daerah ialah gambaran kebutuhan yang akan dialokasikan oleh 
pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program pemerintah dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan daerah atas kegiatan fungsi pemerintah yang dijalankan. 
Belanja di daerah terbagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak 
langsung. Belanja langsung merupakan pengeluaran pemeritah yang bersentuhan 
langsung dengan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
sementara belanja tidak langsung merupakan belanja yang digelontorkan 
pemerintah daerah yang tidak berhubungan langsung dengan program ataupun 
kegiatan yang dilaksanakan. Gambar 1.5 menunjukan ada peningkatan selama 
lima tahun berturut-turut maka melalui peningkatan belanja tersebut telah 





Gambar 1. 4: Realisasi Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa 
Timur 
 
Sumber: DJPK, diolah 2019 
Pembiayaan daerah merupakan setiap transaksi penerimaan maupun 
pengeluaran daerah yang berlu dibayarkan kembali dan diterima kembali oleh 
daerah. Menurut Gambar 1.6, pembiayaan yang dimiliki kabupaten/kota Jawa 
Timur secara rata-rata dibentuk oleh sisa lebih anggaran tahun sebelumnya atau 
disebut dengan SiLPA. Maka dari itu dalam penelitian ini, pos pembiayaan tidak 
menjadi salah satu variabel penelitian untuk di tinjau lebih dalam lagi. 
Gambar 1. 5: Postur Pembiayaan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa 
Timur 
 
Sumber: DJPK, diolah 2019 
Keadaan perekonomian dan pembangunan memutuhkan campur tangan 




al (2013), campur tangan pemerintah dapat berpengaruh terhadap keberhasilan 
pembangunan daerah melalui pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam 
penyedian infrastruktur dan alokasi pengeluaran. Teori kebijakan publik juga 
berpendapatan aturan-aturan yang disusun oleh pemerintah yang merupakan 
sebuah keputusan politik bertujuan untuk dapat memecahkan persoalan yang ada. 
sehingga melalui penyediaan barang publik nantinya akan membentuk 
peningkatan kapasitas dalam perekonomian dan akhirnya menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi. 
Membentuk pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan atas hasil 
produksi baik di bidang jasa maupun barang. Mankiw (2014) berpendapat bahwa 
modal manusia merupakan suatu faktor produksi yang berperan penting dalam 
pertumbuhan ekonomi, pemikiran tersebut merupakan gambaran dari teori 
pertumbuhan yang dibawakan oleh paham neo-klasik yang digagaskan oleh 
Robert Solow. Menurut Schultz, manusia merupakan suatu bentuk modal 
sebagaimana modal fisik ataupun teknologi yang dapat menghasilkan suatu ouput. 
Modal manusia sendiri memiliki dimendi kualitatif terhadap sumberdaya manusia 
seperti keterampilan dan keahlian yang diperoleh dari proses pendidikan dan 
pemanfaatan kesehatan yang baik sehingga dapat membuat seseorang memiliki 
produktivitas yang tinggi (Farah, 2014). 
Studi empiris yang mengamati desentralisasi fiskal sebagai alat 
pembentukan modal manusia yang dijabarkan melalui pembangunan manusia 
terhadap pertumbuhan ekonomi terlah banyak dilakukan pada berbagai negara. 
Seperti penelitian penelitian Ranis (2000) pada negara eropa menunjukan bahwa 
kesehatan, gizi, dan pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi, dimana pemerintah memiliki tangung jawab untuk menyediakan 
pembangunan tersebut. selanjutnya penelitian Udoh et al (2015) pada negara 




fiskal akan mempengaruhi modal manusia dan akhirnya membentuk pertumbuhan 
ekonomi. 
Kajian terhadap negara Indonesia juga sudah berkembang dan 
menghasilkan berbagai temuan empiris. Alisjahbana (2009) memiliki temuan 
bahwa modal manusia memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 30%. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vidyatama (2010) dan Hariani (209) 
menunjukan bahwa desenralisasi  berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 
manusia namun IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan pertumbuhan 
ekonomi dengan desentralisasi fiskal yang mampu mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi. Sementara dalam Ezkrianto et al (2013) dan Pangaribuan (2019), 
desentralisasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui hubungannya 
yang positif dengan IPM. 
Penelitian tersebut telah menggunakan data pada tingkat provinsi di 
Indonesia, padahal titik berat otonomi daerah berada pada daerah tingkat II yaitu 
kabupaten dan kota menurut Widjaja (2011). Hal tersebut diprakarsai dengan 
pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah pada 
wilayah tersebut. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan data 
pada tingkat kabupaten dan kota pada suatu provinsi. Sementara itu penelitian 
sebelumnya memiliki prespektif desentralisasi fiskal dalam prespektif pengeluaran 
sehingga dalam kajian yang akan dilakukan menambahkan prespektif 
pendapatan. Apabila penelitian ini dilakukan maka dapat menjadi sebuah panduan 
pemahaman bagi pemerintah daerah mengatur sumber keuangannya dan 
memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah dalam membetuk perekonomian 
yang lebih baik di daerah dan pada akhirnya dapat memberikan dampak kepada 
tingkat makro. 
Berdasarkan fenomena yang dapat dijabarkan sebelumnya dan 




ideal pada desentralisasi fiskal dan modal manusia terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Oleh sebab itu peneliti tertarik tertarik mengadakan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Melalui Indeks Pembangunan Manusia”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur? 
2. Bagaimana Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap IPM pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur? 
3. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap IPM pada kabupaten 
dan kota di jawa timur? 
4. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap IPM pada kabupaten dan 
kota di Jawa Timur? 
5. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung pendapatan asli 
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa 
Timur? 
6. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung dana perimbangan 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur 
7. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung belanja daerah 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 




2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap IPM pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur 
3. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap IPM pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur 
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap IPM pada kabupaten 
dan kota di Jawa Timur 
5. Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pendapatan asli 
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa 
Timur 
6. Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dana 
perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di 
Jawa Timur 
7. Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung belanja daerah 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 
manfaat, yaitu: 
1. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan dan kajian bagi berbagai 
instansi berwewenang untuk mengetahui dampak atupun pengaruh dalam 
pengambilan prioritas kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat. 
2. Hasil penelitian menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam 
mengembangkan pengajaran kurikulum yang dilakukan pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, khususnya bagi konsentrasi 




3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 
pembanding bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan.  
4. Hasil penelitian dapat menjadi masukan ataupun pertimbangan dalam 
menilai kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 







2.1 Kerangka Teori 
2.1.1 Desentralisasi  
Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan atas konsep otonomi 
daerah. Menurut Bagir Manan (dalam Hamzah, 2007), Otonomi mengandung arti 
mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. 
Dalam Kuncoro (2004), Desentralisasi merupakan penyerahan urusan dari 
pemerintah atau daerah pada tingkat lebih tinggi kepada pemerintah atau daerah 
yang lebih rendah. Maka dapat disimpukan bahwa desentralisasi merupakan 
pemberian kewewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat 
mengurus dan mengatur urusan pada tingkat daerah tanpa campur tangan pihak 
lain. 
Konsep desentralisasi dapat dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu 
desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi dibidang politik 
merupakan pemindahan kekuasaan pada tingkat yang lebih rendah untuk dapat 
mendorong partisipasi masyarakat. Desentralisasi bidang administrasi 
merupakan suatu cara untuk memotongan jalur pemerintahan dalam hal ini 
adalah birokrasi yang rumit dan panjang menjadi lebih efektif dan efisien. 
Desentralisasi bidang fiskal merupakan penyerahan sumber pendapatan dan 
juga faktor pengeluaran ke tingkat daerah untuk membetuk pelayanan yang lebih 
efisien dana efektif. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dibahas lebih 







2.1.1.1 The Decentralization Theorm 
B.C. Smith dalam bukunya Decentralization: the Teritorial Dimension of 
State (Muluk. 2009), berpendapat bahwa dalam rangka pelimpahan kekuasaan 
dari pemerintah pusat kepada daerah, maka desentralisasi itu sendiri 
berhubungan dengan kemandirian daerah untuk memutuskan pengeluaran guna 
penyediaan barang publik (local expendicture) dan kemampuan untuk 
membiayai pengeluaran daerah tersebut (local revenue). Adanya makna otonomi 
daerah membawa daerah agar dapat mengelola potensi yang ada pada daerah 
sebagai pendapatan pemerintah daerah dan mengalokasikan pendapatan 
tersebut untuk memenuhi tugas dan tangung jawab negara terhadap 
masyarakat. 
The Decentralization Theorm oleh Oates (1993) menyatakan bahwa 
penyediaan barang publik pada suatu wilayah akan lebih efisien jika pemerintah 
daerah yang menyediakan daripada pemerintah pusat yang menyediakan 
barang publik tersebut untuk daerah. Pandangan tersebut dilandasi oleh dua 
alasan, yaitu adanya asimetri informasi dan politik nasional kepada daerah. 
Dalam hal ini pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat pada masing-
masing wilayah administratif daerah daripada pemerintah pusat, sehingga 
pengetahuan atas preferensi lokal dimiliki oleh pemerintah daerah daripada oleh 
pusat. Hal tersebut di sebut knowledge in society. Selain itu, pemerintah pusat 
yang terkendalan dengan rasa keadilan nasional, dimana perlakuan pemerintah 
pusat akan setara kepada setiap daerah padahal variasi kebutuhan daerah 
berbeda-beda.  
Adanya desentralisasi fiskal membuat konsumsi barang publik akan 
dibatasi oleh wilayah geografi masing-masing daerah dengan karakteristik dan 
prioritas yang berbeda-beda, dimana sehingga barang publik yang dihasilkan 





mengambil alih dalam kebijakan pengadaan barang publik didaerah dapat 
menyebabkan alokasi secara merata dan cenderung sama untuk setiap daerah 
walaupun terdapat perbedaan kebutuhan dan selera atas barang publik tersebut. 
hal inilah yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu 
menciptakan efisiensi dalam hal pelayanan dan penyediaan barang publik baik 
untuk alokasi maupun produksi (Khusaini, 2006). 
Dalam teorema yang dikemukakan tersebut memiliki penekanan akan 
pentingnya revenue dan expendicture assigment pada tingkat level pemerintah 
daerah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan. Melalui pandangan tersebut, 
bahwa pemerintah di daerah akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan 
masyarakat maka keputusan atas implementasi desentralisasi fiskal akan sangat 
nyata. Oleh sebab itu bagian dari sistem desentralisasi fiskal adalah 
kewewenangan perpajakan (local taxing power), keleluasaan untuk belanja 
daerah (expendicture assigment), perencanaan hingga penetapan dan 
pelaksanaan anggaran (budget discretion), serta kebebasan investasi dengan 
meminjam, kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain (Khusaini, 2018). 
Melalui konteks tersebut maka desentralisasi fiskal dapat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat melalui keuntungan alokasi yang dilakukan 
pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mendorong tingkat 
kemapanan daerah yang akan berjalan dinamis dengan pertumbuhan ekonomi 
melalui efisiensi yang terjadi.  
Pembangunan di daerah dapat di lihat melalui penyediaan barang publik 
dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Apabila barang publik dan 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kebutuhan 
masyarakat maka akan terjadi pemenuhan atas kebutuhan hidup masyarakat 
yang lebih mudah dan low cost. Hal tersebut akhir membentuk suatu 





merupakan faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi terjadi 
kenaikkan ouput melalui alokasi dana yang lebih efisien tersebut. 
Adapun kondisi tertentu yang harus dipenuhi jika pemerintah daerah 
ingin memiliki kapasitas untuk membentuk tingkat efisien di atas alokasi yang 
dilakukan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah harus memiliki sumber 
pendapatan daerah sendiri sebab sumber pendapatan yang tidak memadai akan 
menganggu aktivitas dalam sistem otonomi. Selain itu juga kondisi pajak daerah 
tidak mendorong pergerakkan barang maupun jasa yang menyimpang dalam 
aktivitas ekonomi, apabila hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan cost yang 
tinggi kepada masyarakat. 
Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam  Undang-Undang No 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No 33 Tahun 
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 
Dalam peraturan tersebut pelaksanaan desentralisasi fikal mengandung 
pengertian bahwa kepala daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan 
sumber keuangan sendiri dan didukung oleh perimbangan keuangan antara 
pusat dan daerah untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tangung jawab 
daerah yang dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenagan atau money 
follow function (Khusaini, 2016). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud 
dari sistem desentralisasi fiskal, dimana penyusunannya sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah 
untuk membentuk kesejahteraan di daerah yang terdiri atas sisi penerimaan dan 







2.1.1.1.1 Penerimaan Daerah 
Penerimaan daerah merupakan segala bentuk pendapatan yang diperoleh 
daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan 
semua hak daerah yang diakui sebagai merupakan pertambahan nilai kekayaan 
bersih daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Sumber-sumber 
pendapatan daerah terdiri atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan daerah yang dipungut oleh 
pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan. Adapun sumber-sumber 
pendapatan daerah yang dapat diperoleh daerah sebagimana Undang-Undang 
34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 
1) Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan iuran rakyat kepada kas daerah yang sifatnya 
dapat dipaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal 
balik secara lansung yang ditunjukan dan digunakan bagi pembayaran 
pengeluaran umum (Madiasmo, 2009).  
Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam perundang-undangan dibagi 
menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi 
terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan 
bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan 
pajak rokok. sementara pajak daerah bagi kabupate/kota ialah pajak hotel, 
pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 





burung walet, PBB perdesaan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan. 
2) Retribusi Daerah 
Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari 
pungutan pemerintah daerah atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan badan maupun orang pribadi. Pembentukan retribusi ini bermasud 
agar pemerintah daerah memperbaiki alokasi sumber daya pemerintah secara 
signifikan, dapat menjadi adil dibandingkan dengan perpajakan dalam kondisi 
tertentu, dan dapat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
diversifikasi sumber-sumber penerimaan daerah. Jenis-jenis retribusi yang 
pemerintah daerah dapat kumpulkan ialah retribusi jasa umum, retribusi jasa 
usaha, dan retribusi perizinan. 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 
Pendapatan dalam hal ini ialah penerimaan pemerintah daerah yang 
dapat diperoleh dari hasil pengelolaan atas kepemilikan daerah sebagai 
pendanaan keperluan pemerintahan daerah. Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dapat bersumber dari laba perusahaan milik daerah 
ataupun hasil usaha pemerintah daerah seperti penjualan aset negara.  
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Pendapatan ini ialah pendapatan pemeritah daerah yang tidak dapat 
dipisahkan dari pendapatan yang secara keseluruhan masuk dalam 
pendapatan pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam hal 







b. Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat 
Pendapatan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah terdiri atas dana 
perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana desa. Dalam penelitian ini hanya 
akan mengambil dana perimbangan sebab tidak ada daerah ataupun wilayah 
yang diberlakukan secara khusus untuk daerah ini. Dana perimbangan 
merupakan pendapalan daerah yang bersumber dari APBN untuk membiayai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber 
pendapatan ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Perimbangan tidak dapat dipisahkan 
satu dengan lainnya, sebab tujuan dari maisng-masing sumber tersebut saling 
mengisi dan melengkapi. 
1) Dana Alokasi Umum (DAU) 
Alokasi DAU kepada daerah memiliki tujuan sebagai pemerataan keuangan 
antar daerah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah 
dengan memperhatikan potensi daerah dan kebutuhan daerah. Sumber dana 
ini bersifat block grant, berarti pemerintah daerah tidak memiliki ikatan maupun 
syarat tertentu dalam menggunakan dana tersebut. 
Distribusi dana alokasi umum kepada tiap-tiap daerah berdasarkan atas 
formula yang terdiri dari alokasi dasar dijumlahkan dengan celah fiskal di 
daerah. Alokasi dasar (AD) adalah Gaji Pegawai Sipil Daerah (PNSD) pada 
tahun sebelumnya, sementara celah fiskal selisih antara kebutuhan fiskal 







2) Dana Bagi Hasil (DBH) 
Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan 
kepada pemerintah daerah berdasarkan atas perhitungan persentase untuk 
mendanai pelaksaaan tangung jawab pemerintah dalam rangka desentralisasi. 
Alokasi dana tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, 
Dana Bagi Hasil yang bersuber dari hasil cukai hasil tembakau, serta Dana Bagi 
Hasil yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam. 
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk dapat digunakan bagi kegiatan khusus di 
daerah yang sejalan dengan program prioritas pemerintah. Maka dalam 
penggunaan dana tersebut besifat specifik grant. Kegiatan khusus yang 
dilakukan daerah merupakan kegiatan untuk pembangunan dan/atau 
penggadaan dan/atau peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana fisik 
untuk pelayanan masyarakat. 
Sistem penglokasian DAK dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap memberi 
kriteria pengalokasian dan kriteria perhitungan alokasi. Adapun kriteria untuk 
pengalokasian terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 
2.1.1.1.2 Pengeluaran Daerah 
Pengeluaran daerah merupakan total pengeluaran yang dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah dalam era desentralisasi. Pengeluaran pemerintah 
tersebut dituangkan dalam postur anggaran belanja daerah.  Belanja daerah 





mengurangi ekuitas dana lancar. Belanja daerah juga bagian dari kewajiban 
pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak memperoleh 
pembayaran kembali (Khusaini, 2018). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah 
merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai 
kekayaan bersih dan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten dan kota baik 
untuk urusan wajib ataupun urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
Pengalokasian belanja daerah ditujukan untuk melindungi dan 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 
pemerintah daerah. Hal ini dimaksud ialah dapat diwujudkan dalam bentuk 
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan 
sistem jaminan sosial. 
Penggunaan belanja daerah dalam kerangka pelaksanaan fungsi 
pemerintah yang berupa kewewenangan kabupaten/kota dikelompokkan 
menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana telah ditetapkan 
dengan ketentuan perundang-undangan. belanja langsung merupakan 
pengeluaran pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan program 
dan kegiatan yang daerah lakukan dimana belanja ini terdiri dari belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sementara belanja tidak langsung 
merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tidak 
berhubungan secara langsung dengan program dan kegiatan yang daerah 





belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi atau dan 
kabupaten atau dan kota. 
 
2.1.2 Pembangunan Manusia 
Pembangunan adalah sebuah teori yang berhubungan pada suatu 
perubahan yang dialami oleh sebuah wilayah dan bersingungan dengan 
pertumbuhan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka teori 
pembangungan jika diaplikasikan kepada kehidupan nyata diharapkan mampu 
memecahakan masalah yang berkaitan dengan kegiatan dan upaya manusia 
dalam memenuhi kehidupannya. (Harjanto, 2011). 
Pembangunan adalah suatu fenomena masyarakat yang memiliki cara 
untuk memperbaiki kondisi kehidupan sebelumnya yang dilihat tidak memuaskan 
menjadi lebih baik secara lahir dan batin setelah melewati berbagai proses 
multidimensi. Pembangunan jika difokuskan akan mengarah kepada peningkatkan 
ketersediaan hidup masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, 
meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan 
masyarakat dala mengakses kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam 
kehidupannya. (Todaro, 2011). 
Menurut Harjanto (2011) pembangunan merupakan suatu konsep yang 
independent, dimana beberapa variabel dan indeks telah digunakan para ekonom 
terdahulu untuk mengartikan dan mengukur pembangunan. Pembangunan 
merupakan sesuatu yang inklusif namun sulit untuk diukur karena terdapat 
beberapa faktor yang terkandung di dalamnya, seperti kondisi perekonomian suatu 
wilayah, kondisi kesehatan dan pendidikan penduduk, hingga pendapatan rill. 
Namun beberapa lembaga penelitian dapat mengembangkan pengukuran 





Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk menghitung 
dasar dalam pembangunan yang dikeluarkan UNDP. Perhitungan ini menjadi tolak 
ukur dalam pembangunan karena mampu melihat dalam tiga dimensi dalam 
menjelaskan kualitas hidup seseorang, yaitu dimensi pendapatan seseorang untuk 
memenuhi kehidupan yang layak, dimensi kesehatan seseorang untuk memiliki 
harapan hidup yang baik, dan dimensi pendidikan. Sehingga rumus perhitungan 




 Indeks Kesehatan + 
1
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 Indeks Pendapatan 
Sejalan dengan pemikiran Todaro, perhitungan indikator yang diterapkan 
oleh Indonesia tidak jauh berbeda. Dimensi yang diterapkan antara lain Umur 
panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Perhitungan 
Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan Indonesia dikeluarkan oleh 
Lemaga Badan Pusat Statistik, hanya saja metode perhitungan yang diaplikasikan 
terdapat perkembangan yang lebih tepat dan memiliki diskriminasi yang dianggap 
minimum dalam perhitungan. Maka perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS 
sebagai berikut: 
𝐼𝑃𝑀 =  √𝐼 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑋 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑋 𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3  𝑋 100 
Setiap komponen IPM juga memiliki masing-masing nilai standarisasi, 
rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 





Dimana AHH adalah Anggka Harapan Hidup yang merupakan rata-rata 






b) Indeks Pendidikan (IPendidikan) 
IPendidikan = 
𝐼𝐻𝐿𝑆 − 𝐼𝑅𝐿𝑆 
2
 
Indeks pendidikan menggunakan 2 komponen, yaitu Indeks Harapan Lama 
Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah 
merupakan indikator untuk mengetahui pembangunan pada sistem pendidikan 
untuk berbagai jenjang pendidikan dalam periode suatu waktu atau biasanya 
tahunan yang diharapkan akan ditempuh setiap penduduk, perhitungan ini 
digunakan terhadap penduduk yang berusia 7 tahun keatas. Adapun perhitungan 
HLS sebagai berikut: 




Perhitungan bagi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lamanya pendidikan 
formal yang dapat ditempuh oleh penduduk pada usia 25 tahun keatas, biasanya 
dihitung dalam tahunan. Standart yang digunakan UNDP untuk batas maksimum 
15 tahun sementara batas minimum pada 0 tahun. Adapun perhitungan RLS 
sebagai berikut: 




c) Indeks Pengeluaran (Ipengeluaran) 
Indeks pengeluaran merupakan pengukuran untuk melihat kebutuhan hidup 
yang layak dari seseorang, dimana dapat dilihat dari pengeluaran yang dilakukan 











2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu fenomena peningkatan 
pendapatan nasional yang dapat dilihat berdasarkan hasil produksi suatu wilayah 
yang biasanya dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada cangkupan 
nasional sementara PDRB pada cangkupan suatu daerah (Mankiw, 2014). 
Menurut Case & Fair (Raharja, 2008, hal 224) mengatakan istilah tersebut memiliki 
arti, nilai barang dan jasa yang digunakan pada pemakaian akhir berdasarkan 
harga pasar yang dapat diproduksi dalam sebuah perekonomian dalam suatu 
periode dengan memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki oleh wilayah 
perekonomian tersebut.  
Definisi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh Boediono (Boediono, 
2012) adalah suatu kenaikan ouput perkapita dalam jangka panjang. Sehingga ia 
menekankan pada tiga aspek, yaitu proses, ouput dan jangka panjang. Sehingga 
dapat dilihat keberadaan perekonomian dalam keadaan yang dinamis, dimana 
bagaimana suatu perekonomian dapat berkembang dari suatu waktu ke waktu 
lainnya.  
2.1.3.1 The General Theory (Keynes) 
Keynes dalam analisisnya lebih melihat pada negara kapitalis maju. Teori 
yang dicetuskan tersebut, ia berpendapat bahwa semakin besar pendapatan 
nasional maka dapat membuat volume pekerjaan yang dihasilkan semakin besar 
dan semakin kecil volume pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh sebuah negara 
maka semakin rendah pendapatannya. Keynes menganggap bahwa sistem 
kapitalis adalah mekanisme yang memiliki elastisitas dan daya adaptif yang besar 
dalam bentuk dirinya sendiri menurut keadaan.  
Ekonomi makro telah membawa perubahan besar yang memiliki tujuan pada 





pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar yang dapat mengurangi kemiskinan 
dalam jumlah besar dan stabilitas harga dalam pasar persaingan. Dalam upaya 
mencapai tujuan tersebut maka dalam pandangan teori ini dapat dilakukan suatu 
kebijakan pada beberapa bidang. Kebijakan bidang fiskal yang meliputi kebijakkan 
perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pada bidang moneter yang 
berupa kebijakan bunga bank dan jumlah uang beredar. Kebijakan harga dan upah 
serta kebijakkan perdagangan luar negeri berupa kuota impor dan tarif. Dalam 
teori ini dirumuskan kedalam suatu persamaan sebagai berikut: 
Y = C + I + G + (X-M) 
Menurut teori pertumbuhan yang dibawakan oleh Keynes, peran pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan dapan mempengaruhi perekonomian negaranya. 
Dalam teori ini pemerintah merupakan agen independen yang dapat merangsang 
perekonomian melalui kinerja publik dan percetakan. Dimana apabila pemerintah 
memiliki kebijakkan ekspansioner maka “permintaan efektif” akan meningkat jika 
sumber daya digunakan tanpa menganggu konsumsi dan investasi.  Kebijakkan 
pemerintah dalam hal pajak dan belanja daerah dapat dilakukan untuk daerah 
untuk membuat pertumbuhan ekonomi.  
2.1.3.2 Theory Harrod Domar 
Teori yang bawakan oleh harrod dan domar (Boediono, 2012) merupakan 
perkembangan langsung dari teori Keynes jangka pendek yang menjadi jangka 
panjang. Kebaruan yang dibawakan oleh keduanya bahwa pengeluaran investasi 
tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregatnya saja 
melainkan terhadap penawaran agregat melalui kapasitas produksi. Pemikiran 
tersebut dituangkan dalam persamaan berikut: 





Dimana h menunjukan unit ouput yang bisa dihasilkan oleh setiap unit 
kapital, K menunjukan stok kapital masyarakat, serta Qp merupakan ouput 
potensial yang dapat dihasilkan. 
Harrod-Domar merumuskan dimana setiap peningkatan stok kapital 
masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat 
menghasilkan ouput. Ouput potensial dihasilkan melalui kapasitas pabrik yang 
dimiliki. Perlu diketahui Qp pada persamaan belum tentu sama dengan ouput 
potensial karena hal ini tergantung kepada kecukupan permintaan agregat. Dapat 
disimpulkan, apabila tingkat permintaan agregat pada suatu waktu mengalami 
pelemahan atau jumlahnya lebih kecil daripa Qp, maka tingkat ouput yang 
direalisaikan akan lebih kecil daripada nilai Qp. 
Persamaan tersebut memiliki nilai yang proposional. Apabila nilai K naik 
menjadi dua kali lipat maka Qp akan ikut naik dua kali lipat. Hubungan yang 
proposional tersebut pada akhirnnya membuat stok kapital pada akhir tahun 
tersebut akan bertambah sebesar investasi dan mengakibatkan peningkatan 
ouput oleh penambahan kapasitas yang ada. Oleh sebab itu semakin besar nilai 
investasi maka semakin besar tambahan ouput potensial yang dimiliki. Apabila 
ouput potensial meningkat maka akan membuat penawaran juga akan bergeser 
mengarah positif. Namun perlu diingat juga dengan adanya investasi melalui 
proses multipliernya dapat menimbulkan pergeseran pada permintaan 
agregatnya. Hal ini disebabkan oleh tingkah laku masyarakat berkecenderungan 
mengkonsumsi pendapatan yang dimiliki. 
Modal manusia merupakan investasi produktif yang tergambarkan melalui 
keterampilan, kesehatan dan lokasi yang dimiliki seseorang. Maka daripada itu 
sumber daya manusia dapat dijadikan sebuah investasi, dimana penciptaan modal 
manusia berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan produktivitas 





kesehatan maupun pendidikan secara signifikan dapat mempengaruhi 
produktifitas (Todaro, 2011, hal 171). 
2.1.3.3  A Contributions of The Theory of Economic Growth (Robert M. 
Solow) 
Teori pertumbuhan ini muncul pada masa Neo-klasik yang dikemukakan 
oleh Robert Solow, beliau memenangkan Nobel tahun 1987 sehingga 
pemikirannya dapat meluas. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan 
ekonomi disebabkan oleh faktor-faktor yang bertambah dan berkembang sehingga 
mempengaruhi penawaran agregat. Pada masa ini, keyakinan atas faktor produksi 
dan faktor teknologi yang menjadi elemen utama yang membentuk tingkat 
pertumbuhan ekonomi dengan memiliki perkembangan dari satu waktu ke waktu 
lain. Teori yang dibawakan oleh Solow, memiliki analisa kontribusi stok modal dan 
perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi maka secara empirs 
dapat melihat peran relatif pada modal, teknologi, dan tenaga kerja dalam 
pertumbuhan ekonomi. (Sukirno, 2015, h.251). 
Pemahaman yang terkandung dalam teori ini ialah fungsi produksi yang 
dikaitkan dengan jumlah ouput produksi dalam suatu perekonomian melalui input 
faktor produksi dalam perekonomian dengan input faktor produksi dan 
penguasaan teknologi. Persamaan berikut ini dapat mencerminkan persamaan 
fungsi produksi. 
Y = AF(k,N) 
Dimana k menggambarkan modal sedangkan N menunjukkan tenaga kerja serta 
A menunjukkan keadaan teknologi. Persamaan tersebut menyiratkan bahwa ouput 
yang diproduksi akan tergantung pada input faktor produksi k dan N yang 





teknologi yang terjadi akan mendorong naiknya ouput yang dihasilkan dalam 
perekonomian. 
Kemudian hubungan-hubungan tersebut akan menjadi positif apabila 
dilihat dengan persamaan laju pertumbuhan ouput. Komponen penentu serta laju 
pertumbuhan ouput dapat dijelaskan sebagai berikut: 
∆𝑌
𝑌
= (1 − 𝜃) 𝑥 
∆𝑁
𝑁







































Melalui persamaan tersebut menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan input 
dengan peningkatan produktivitas memiliki peran terhadap laju pertumbuhan 
ouputnya. Melalui tenaga kerja dan modal yang memberikan pengaruh sebesar 
laju pertumbuhannya dikalikan dengan proporsi hasil yang berasal dari masing-
masing input. Sedangkan melalui tingkat perbaikan teknologi yang disebut dengan 
kemajuan teknologi atau laju pertumbuhan total produktivitas adalah jumlah 
dimana ouput akan naik karena adanya perbaikan metode produksi, jika seluruh 
input tidak berubah. Dengan kata lain terdapat laju pertumbuhan total produktivitas 
faktor produksi apabila kita memperoleh ouput yang lebih besar dari jumlah faktor 
yang sama. 
Supaya dapat memperoleh nilai ouput potensial, diperlukan hasil estimasi 
dari tingkat produktivitas tenaga kerja pada kondisi kesempatan kerja yang tinggi 
serta total jam kerja pada kondisi kesempatan kerja yang tinggi. Hal tersebut 
disebabkan oleh jam kerja maupun produktivitas selalu bervariasi dan berifat 
siklikal, maka persamaan linear dari pendekatan tradisional menggunakan 
indentitas yang menghubungkan ouput dengan kesempatan kerja dan 





Ouput = ouput perjam kerja x jam kerja total 
Selain faktor jam kerja tersebut, ouput kesempatan kerja yang tinggi 
merupakan produktivitas tenaga kerja yang dapat ditentukan oleh kualitas kerja 
yang dimiliki tenaga kerja, pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja, serta 
lingkungan yang dibentuk dari peraturan pemerintah (Dornbusch & Fischer. 1997, 
hal. 648-659), 
Menurut Mankiw (2014) dalam kegiatan ekonomi yang kompleks 
dibutuhkan faktor-faktor untuk meningkatkan ouput, yaitu faktor modal fisik, modal 
manusia, modal sumber daya alam serta modal penguasaan ilmu pengetahuan 
teknologi. Menurut teorinya modal fisik dan manusia sama-sama dapat digunakan 
untuk memproduksi barang dan jasa, hanya saja modal manusia memerlulam 
input terlebih dahulu seperti guru dan perpustakaan yang dihabiskan oleh pelajar. 
Modal Sumberdaya alam merupakan masukan dalam produksi yang berasal dari 
alam. Selanjutnya modal ilmu teknologi yaitu faktor dalam memproduksi barang 
dan jasa dengan cara yang lebih baik dan efisien, yaiu menggunakan teknologi 
dalam pengolahannya.   
 
2.2 Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi 
2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Berdasarkan literatur yang telah dibahas, IPM dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui produktivitas yang di dapat dihasilkan 
oleh perindividu. Ketika seseorang menjadi lebih sehat, lebih bergizi, dan 





kreativitas dan produktivitas yang dihasilkan sehingga dapat berkontribusi 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Selanjutnya penelitian Ranis (2000) tersebut menjelaskan bahwa kesehatan, 
pendidikan dasar dan menengah, serta gizi dapat meningkatkan produktivitas 
pada perkotaan dan pedesaan. Pendidikan menegah yang mana termasuk 
pendidikan kejuruan dapat mengakibatkan keterampilan dan kapasitas manajerial. 
Sedangkan pada pendidikan tinggi dapat mendukung pengembangan ilmu dasar 
serta memilih teknologi masukan yang tepat dan dapat digunakan dalam 
pengembangan teknologi. Pendidikan menengah dan tersier juga mewakili elemen 
penting dalam pengembangan lembaga, pemerintah, hukum, dan sistem 
keuangan, dimana diantara hal tersebut merupakan bagian terpenting untuk 
pertumbuhan ekonomi. 
2.2.2 Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia 
Desentralisasi fiskal merupakan suatu sumber pendanaan bagi pemerintah 
di daerah dalam melaksanakan fungsinya. Sumber pendaan tersebut terdiri atas 
penerimaan dan pengeluaran. Apabila suatu wilayah memiliki sumber pendanaan 
yang baik maka pemerintah memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan 
dasar bagi masyarakart, dimana pemerintahan dengan sistem yang 
terdesentralisasikan memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat. Oleh 
karena itu maka penyediaan kebutuhan atau barang publik terhadap masyarakat 
dalam hal kualitas kehidupan masyarakat, kualitas pendidikan yang diterima 
masyarakat, serta kualitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat menjadi 
tangungjawab pemerintah untuk memenuhinya, mengingat hal tersebut 





masing-masing dimensi yang membentuk nilai indeks pembangunan suatu 
wilayah. 
2.2.3 Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi  dapat 
berhubungan positif melalui suatu perantara hasil dari pembangunan terhadap 
masyarakat di daerah. Apabila desentralisasi dipusatkan kepada pengeluaran dan 
belanja barang publik yang tepat dan berdayaguna bagi masyarakat, seperti 
kesehatan dan pendidikan maka akan berpengaruh terhadap keadaan 
perekonomian. Sebab hal tersebut merupan investasi dalam faktor produksi 
perekonomian, yaitu modal manusia. Apabila modal manusia yang dimiliki suatu 
wilayah memiliki kualitas yang baik, maka ouput dalam aktivitas perekonomian 
akan meningkat sebab modal tersebut dapat berinovasi dan berkembang. Melalui 
hasil produktivitas yang meningkat akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan 





2.3 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2. 1:Penelitian Terdahulu 
Judul dan Nama Peneliti Rumusan Masalah Metedelogi Penelitian Hasil Penelitian 
 Economic Growth and 
Human Development 
 Gustav Ranis & Frances 
Stewart (2000) 
Melihat hubungan Human 
Development dan Economic 
Growth secara teoritis dan 
empiris 
Analisis : regresi berganda.  
 
Variabel: Human Development 
Indeks, Desentralization, 
Economic Growth 
HDI dan desentralisasi memiliki 
pengaruh positif secara signifikan 
terhadap pertumbuhan, namun apabila 
dilakukan dummy variabel HDI 
memberikan pengaruh yang negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada 
wilayah yang memiliki pendapatan 
perkapita yang rendah. Oleh sebab itu, 
peningkatan human developmnet 
menjadi hal yang penting untuk 
pertumbuhan ekonomi yang 
bekelanjutan.  
 Revisiting Indonesia’s 
Sources of Economic 
Growth and Its Projection 
Towards 2030 
Memberikan perkiraan 
kontribusi pertumbuhan dalam 
stok modal, sumber daya 





Faktor produksi memainkan peran dan 
berpengaruh positif tetapi kecil dalam 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 





Judul dan Nama Peneliti Rumusan Masalah Metedelogi Penelitian Hasil Penelitian 
 Armida S Alisjahbana 
(2009) 
 
Productivity (TFP) selama 
periode sebelum dan sesudah 
krisis 
Variabel: 
Pertumbuhan ekonomi, sumber 
daya manusia, dan faktor 
produksi 
sumber pertumbuhan telah berubah 
secara substansial pasca krisis. 
Pertumbuhan stok modal telah menjadi 
pendorong utama, menghubungkan 
antara 50-70% pertumbuhan. 
Pertumbuhan modal manusia 
menyumbang 30% lainnya.  
 A Search For Indonesia’s 
Growth Determinants 
 Yogi Vidyatama (2010) 
Penyelidikan dari faktor penentu 
pertumbuhan ekonomi  




ekonomi, Investasi, Populasi, 
Rata-rata masyarakat sekolah, 
Infrastruktur, Pengeluaran 
Infrastruktur pemerintah 
daerah, value aded agrikultural. 
Rata-rata lama sekolah, infrastruktur, 
investasi, dan value aded agrikultural 
menjadi faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. Sementara 
belanja investasi pemerintah daerah, 
populasi, dan infrastruktur tidak 
memberikan pengaruh positif bagi 
pertumbuhan ekonomi. 




desentralisasi fiskal terhadap 
Analisis: teknik analisis SEM 
 
Desentralisasi fiskla memiliki pengaruh 






Judul dan Nama Peneliti Rumusan Masalah Metedelogi Penelitian Hasil Penelitian 
Dan Kesejahteraan 
Masyarakat 
 Bambang Saputra (2013) 
pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan 
Variabel: Indeks Pembangunan 
Manusia, Pertumbuhan 
Ekonomi, Perimbangan Daerah 
 Fiscal decentralization, 
economic growth and 
human resource 
development in Nigeria: 
Autoregressive 
Distributed Lag (ARDL) 
approach 
 Elijah Udoh, Udoma 
Afangideh, & Elias. A. 
Udeaja (2015) 
Melihat pengaruh desentralisasi 
fiskal terhadap pengembangan 
sumber daya manusia 
kemudian terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
Analisis : Autoregressive 
Distributed Lag (ARDL).  
 
Variabel: Human Development, 
Fiscal Economic, Economic 
Growth 
Desentralisasi fiskal, khususnya 
desentralisasi pengeluaran 
berpengaruh terhadap peningkatan 
modal manusia di Negeria dan 
Indonesia. Pengembangan Sumber 
daya manusia memiliki pengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi di 
negara Nigeria. 
 The Role of Public Sector 
Expendicture On Local 
Economic Development 
 Moh Khusaini (2016) 
Menganalisis pengaruh 
pengeluaran sektor publik pada 
pembangunan ekonomi di Jawa 
Timur 
Analisis: analisis jalur 
 
Variabel: indeks pembangunan 
manusis, belanja pendidikan, 
belanja kesehatan, 
pengeluaran infrastruktur, 
Pengeluaran pemerintah pada sektor 
kesehatan, infrastruktur, dan 
pendidikan memiliki pengaruh 
terhadap variabel pembangunan di 
wilayah jawa timur, oleh sebab itu 





Judul dan Nama Peneliti Rumusan Masalah Metedelogi Penelitian Hasil Penelitian 
angka harapan sekolah, angka 
mortalitas bayi, angka harapan 
hidup 
meningkat seiring dengan tingkat 
belanja publik oleh pemerintah. 
 Pengaruh Belanja 
Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah, dan Dana 
Perimbangan Terhadap 
IPM 
 Hastu (2016) 
Mengetahu pengaruh belanja 
daerah, pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan 
terhadap IPM 
Analisis: regresi berganda 
 
Variabel: IPM, Belanja daerah, 
Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus 
Belanja daerah dan pendpatan asli 
daerah memberikan pengaruh positif 
dan signifikan terhadap IPM 
sementara dana alokasi umum dan 
dan alokasi khusus memberikan 
pengaruh signifikan dan negatif 
terhadap IPM 
 Pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah dan Belanja 
Modal Pada Peningkatan 
IPM 
 Ida Ayu Sari dan Ni Luh 
Supadmi (2016) 
Melihat pengaruh pendapatan 
asli daerah dan belanja modal 
terhadap peningkatan IPM 
Analisis: regresi berganda 
 
Variabel: IPM, Pendapatan Asli 
Daerah, dan Belanja Modal 
Pendapatan asli daerah dan belanja 
modal memberikan pengaruh positif 
dan signifikan terhadap peningkatan 
IPM. 




desentralisasi fiskal terhadap 
Analisis : regresi berganda 
 
Desentralisasi fiskal memberikan 
pengaruh signifikan terhadap IPM 





Judul dan Nama Peneliti Rumusan Masalah Metedelogi Penelitian Hasil Penelitian 
 Prawidya Hariani RS 
(2018) 
pembangunan dan ekonomi di 
Indonesia 
Variabel: Indeks Pembangunan 
Manusia, dana perimbangan 
Selanjutnya IPM tidak dapat 
memberikan pengaruh signifikan 
terhadap keadaan ekonomi pada 
provinsi di Indonesia.  
 An Analysis Of The 
Effects Of Fiscal 
Decentralization On 
Economic Growth And 
Community Welfare In 
North Sumatra Province. 
 Ana Pangaribuan (2019) 
Menganalisis pengaruh 
desentralisasi fiskal terhadap 
perumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat 
Analisi : Two Stage Least 
Square (2LS).  
 
Variabel:  
P1. Pertumbuhan ekonomi, 
Desentralisasi Fiskal, Populasi, 
Investasi, Pendidikan, 
Angkatan Kerja. 
 P2: IPM, Pertumbuhan 
Ekonomi, Kemiskinan, 
Desentralisasi Fiskal 
Desentralisasi tidak memiliki pengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan ekonomi dapat 
berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia, dan 
desentralisasi fiskal memiliki pengaruh 





Judul dan Nama Peneliti Rumusan Masalah Metedelogi Penelitian Hasil Penelitian 
 Has Fiscal 
Decentralization 
Succeeded In Increasing 
Quality Economic 
Growth In East Java? 
 Pudjiharjo, Susilo, dan 
Dela Noris (2019) 
Melihat hubungan 
desentralisasi fiskal dalam 
mencapai pertumbuhan 
ekonomi di Jawa Timur 




ekonomi, pendapatan yang 
berupa dana alokasi khusus, 
dana alokasi umum, belanja 
daerah, ketimpangan daerah, 
dan kemiskinan 
Pendapatan daerah tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
sementara belanja daerah dapat 
mempengaruhi pendapatan didaerah 
yang selanjutnya akan memberikan 
pengaruh kepada pertumbuhan 
ekonomi walaupun belanja daerah 
belum menjadi variabel moderat untuk 
memberikan pengaruh pertumbuhan 
ekonomi di tigkat provinsi 
 The impact of fiscal 
decentralization on 
economic development. 
 Mykola Pasichnyi, 
Tetiana Kuneva, et al 
(2019) 
Evalusi pengaruh desentralisasi 
fiskal terhadap pembangunan 
dan ekonomi secara multilateral 
Alat analisis: regresi berganda. 
 
Variabel: IPM, penduduk, 
pendapatan daerah, 
pertumbuhan ekonomi, tingkat 
desentralisasi 
Desentralisasi bidang pendapatan 
daerah tidak memberikan pengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan IPM memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
pertubuhan ekonomi. 





2.4 Kerangka Pikir 
Kerangka pikir merupakan arah pemikiran berdasarkan nalar penulis dalam 
memberikan gambaran arah penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat 
menjadi panduan sementara atas rumusan masalah yang telah disebutkan. 
Sementara pembahasan akan pertumbuhan ekonomi tidak akan berhenti, karena 
hal tersebut merupakan tujuan perekonomian suatu negara.  
Salah satu jalan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi ialah dengan 
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Saat ini sumberdaya manusia menjadi 
salah satu prioritasnya, sebab sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Indonesia 
saat ini melimpah sehingga diperlukan pembangunan manusia yang menjadikan 
sumberdaya berkualitas. Dengan memiliki SDM yang berkualitas maka akan 
mempengaruhi kegiatan perekonomian yang nantinya dapat mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang baik. 
Suatu alat yang dapat digunakan untuk membentuk pembangunan tersebut 
ialah melalui desentralisasi fiskal. Melalui hal tersebut, desentralisasi fiskal 
memungkinkan untuk pemerintah daerah dapat membentuk kebijakan yang pada 
akhirnya akan memberikan stimulus kepada perkembangan ekonomi. Dalam 
mempermudah studi literatur penelitian ini, maka telah disajikan skema kerangka 













Gambar 2.1: Kerangka Pikir 
Sumber: Penulis, 2019 






2.5 Keragka Konsep 
Berdasarkan kerangka pikir sebelumnya, selanjutnya dapat dibuat kerangka 
konsep atau keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya sebagai 
berikut ini: 
Gambar 2.2: Kerangka Konsep Penelitian 
Sumber: Penulis, 2019 
 
2.6 Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dibentuk peneliti terhadap 
rumusan masalah penelitian. Selain itu hipotesis juga dapat dipandang sebagai 
kesimpulan yang bersifat sementara. Adapun hipotesis yang dapat dibentuk 
penulis sebagai berikut: 
1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur 
2. Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap IPM 
pada kabupaten dan kota di Jawa Timur 
3. Diduga dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM pada 






















4. Diduga belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap IPM pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur 
5. Diduga tidak ada pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh tidak 
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi IPM 
6. Diduga tidak ada pengaruh langsung dana perimbangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan memiliki pengaruh tidak 
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi IPM 
7. Diduga ada pengaruh langsung belanja daerah terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan belanja daerah tidak ada pengaruh tidak langsung terhadap 






3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian merupakan suatu kaidah mengadakan suatu penelitian 
atau suatu metode penelitian. Metode Penelitian mempunyai makna adanya suatu 
cara ataupun teknis yang dilakukan pada sebuah upaya dalam bidang ilmu 
pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip dengan 
sabar, teliti, dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran (Mardalis, 2014). 
Penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Sehingga terdapat upaya untuk 
penulis mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, hingga menginterprestasikan 
kondisi yang terjadi. Dengan tipe yang telah disampaikan, maka penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat dan ruang lingkup penelitian ini pada kabupaten dan kota yang berada 
di wilayah Jawa Timur, dimana seluruhnya berjumlah 38 daerah yang terdiri atas 
29 kabupaten dan 9 Kota. Sementra itu runtun waktu yang diambil dalam penelitian 
ini adalah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 
 
3.3 Populasi dan Penentuan Sampel 
Populasi merupakan semua individu yang merupakan sumber pengambilan 
sampel. Sampel itu sendiri adalah beberapa hal yang memenuhi syarat tertentu 
yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Apabila populasi terlalu banyak maka 
dapat diadakan sampling (Mardalis, 2014). Menurut tempat dan waktu yang 




sebanyak 38 wilayah dalam periode 5 tahun, yakni 2014 sampai dengan tahun 
2018 dan semua populasi akan dijadikan sampel penelitian. 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah 
metode dokumentasi, yaitu mencatat, mengumpulkan, dan mengkaji data 
sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD yang berhubungan dengan 
Desentralisasi fiskal serta data berupa IPM dan PDRB Perkapita yang bersumber 
dari BPS. 
 
3.5 Definisi Operasional 
Adapun beberapa definisi dari komponen variabel yang akan diteliti dalam 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan Ekonomi 
Definisi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas ouput barang atau 
jasa di masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan jumlah produksi dalam 
perekonomian yang diproksi dengan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) 
dalam satuan persentase. Adapun perhitungan yang digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: 
Pertumbuhan Ekonomi = 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡− 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 𝑥 100% 
2. Indeks Pembangunan Manusia 
Definisi Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indikator capaian 
pembangunan manusia yang dapat menjelaskan bahwa penduduk dapat 
mengakses hasil pembangunan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi pendidikan, 






3. Pendapatan Asli Daerah 
Definisi pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang dapat 
diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang dinyatakan dalam satuan rupiah, dimana 
pendapatan asli daerah terdiri dari jumlah pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah. 
4. Dana Perimbangan 
Definisi dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi yang dinyatakan dalam satuan rupiah, dimana dana 
perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
5. Belanja Daerah 
Definisi belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang dinyatakan dalam rupiah, dimana belanja daerah terdiri dari 
belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilakukan daerah. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
1. Spesifikasi Model 
Penelitian ini menggunakan teknik analisa jalur (Path Analisis). Path analisis 
berfungsi untuk menganalisis hubungan antar variabel yang bertujuan 
mengetahui pengaruh antara varibel bebas (eksogen) dan varibel terikat 
(endogen) secara langsung dan tidak langsung (Riduwan & Kuncoro, 2008). 




penelitian ini. Persamaan struktural untuk diagram jalur yang dibentuk 
bedasarkan model adalah sebagai berikut: 
Yit = α + ß1 logX1it + ß2 logX2it + + ß3logX3it + Ɛit........................................................................... (1) 
Zit = α + ß1logX1it + ß2logX2it + + ß3logX3it + ß4P4Yit Ɛit ................................................... (2) 
Dimana : 
Y = Indeks Pembangunan Manusia β = Koefisien Variabel Bebas 
X1 = Pendapatan Asli Daerah α = Kostanta Umum 
X2 = Dana Perimbangan Ɛit = Variabel Penganggu 
X3 = Belanja Daerah i = Banyaknya Wilayah Opservasi 
Z = Pertumbuhan Ekonomi t = Banyaknya Waktu Opservasi 
 
2. Uji Asumsi  
Pada metode estimasi analisa jalur atau  path analysis memiliki asumsi yang 
mendasar ialah data yang bersifat normal. Dalam menentukan distribusi data 
secara normal, maka dapat dilakukan uji normalitas. Uji asumsi ini bertujuan untuk 
dapat melihat apakah variabel independent yang dimiliki dalam model regresi 
berdistribusi normal atau tidak.  
Model regresi yang baik ialah memiliki variabel yang dapat berdistribusi 
dengan baik ataupun mendekati normal. Dalam melihat apakah model memiliki 
distribusi yang baik atau tidak, maka perlu memperhatikan Gambar histogram. 
Apabla histogram variabel mendekati garis diagonal maka permodelan memiliki 
variabel yang berdistribusi dengan baik dan permodelan adalah layak. Selain itu, 




distribusi data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari suatu distribusi 
normal. 
3. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam 
penelitian. Dalam bagian ini akan didapatkan makna ataupun hasil dari jawaban 
hipotesa yang telah dibentuk. Adapun beberapa langkah pengujian yang akan 
dilalukan terkait dengan analisa jalur (Path Analysis) adalah sebagai berikut 
(Riduan & Kuncoro, 2008): 
a. Menghitung Koefisien Jalur 
Nilai koefisien jalur merupakan koefisien regresi yang dihitung dari data yang 
digunakan. Nilai tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
variabel eksogen terhadap variabel lain sebagai variabel endogen. Pada 
penelitian ini akan menggunakan program Eviews 9 untuk membantu peneliti 
dalam mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya, koefisien jalur akan ditunjukan 
oleh ouput yang berlabelkan Coefficient atau dikenal sebagai niai Beta. 
b. Pengujian Koefisien Secara Simultan (Keseluruhan) 
Pengujian koefisien secara simultan merupakan uji yang dilakukan untuk 
melihat pengaruh bersama-sama antara variabel endogen terhadap variabel 
yang sebagai variabel eksogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 
nilai Fhitung dengan Ftabel, jika menggunakan bantuan program statistik (Eviews 9) 
dapat membandingkan nilai probalitas signifikan dengan nilai probabilitas (alpha) 
yang digunakan. Kemudian setelah dilakukan pembandingan akan menjawab 
hipotesis statistik uji F. 




Pengujian koefisien secara individual merupakan uji yang dilakukan untuk 
melihat pengaruh secara individu pada variabel model antara variabel endogen 
terhadap variabel yang sebagai variabel eksogen. Pengujian ini dilakukan 
dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel, jika menggunakan bantuan 
program statistik (Eviews 9) dapat membandingkan nilai probalitas signifikan 
dengan nilai probabilitas (alpha) yang digunakan. Kemudian setelah dilakukan 
pembandingan akan menjawab hipotesis statistik uji t. 
d. Pengujian Ketepatan Model 
Pengujian ketepatan model dilakukan untuk melihat proporsi total variabel 
endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen secara bersama-sama 
atau dengan kata lain mengukur taraf hubungan antar semua variabel endogen 
dengan variabel eksogen secara bersama-sama. Nilai tersebut didapatkan 
melalui koefisien determinasi majemuk (R2) yang nilainya berada antara angka 0 
sampai dengan angka 1. Semakin nilai koefisien determinasi majemuk 
mendekati angka satu maka permodelan regresi dapat menjelaskan variabel 
eksogen secara tepat ataupun sempurna. 
e. Pengujian Analisis Jalur Model Trimming 
Analisis Jalur Model Triming merupakan model yang digunakan untuk 
memperbaiki struktur model jalur dimana saat melalui uji secara keseluruhan 
ternyata terdapat hubungan yang tidak signifikan. Perbaikan jalur model trimming 
ini dilakukan dengan cara mengeluarkan variabel eksogen yang memiliki 
koefisien jalur tidak signifikan terhadap variabel endogen. Selanjutnya akan di 
tinjau kembali koefisien jalur secara simultan dan parsial kemudian dilakukan 
pengujian kesesuaian antar model analisis jalur (Koefisien Q). 
Schumacker dan Lomax dalam Riduan (2008) memberikan petunjuk dalam 









Apabila nilai Q sama 
dengan satu maka model memiliki keseuaian yang sempurna, namun apabila 
nilai Q kurang dari 1 maka perlu dilakukan uji statistik W yang di dapat melalui 
rumus sebagai berikut: 
Whitung = - (N – d) lnQ 
Dimana : N= Ukuran Sampel 
d= Banyaknya koefisien jalur yang tidak signifikan sama dengan 
deggre of fredom 
R2m= Koefisien determinasi untuk model yang diusulkan 
M= Koefisien determinasi multiprl (R2m) setelah koefisien jalur 
yang tidak signifikan dihilangkan 
Apabila nilai uji statistik W telah didapatkan, selanjutnya apakah model 
memiliki kesesuaian atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan nila 
Whitung dengan χ2 berdasarkan hipotesis yang telah dibentyk sesuai dengan 
kaidah pengambilan keputusan. 
f. Pengujian Deteksi Pengaruh Mediasi 
Pengujian deteksi pengaruh mediasi merupakan uji yang dilakukan untuk 
melihat hubungan yang terdapat antara variabel eksogen terhadap variabel 
endogen melalui suatu variabel perantara (intervening). Pengujian ini dilakukan 
dengan menggunakan Uji Sobel (Sobel Test). Uji ini dilakukan dengan menguji 
kekuatan pengaruh tidak langsung pada variabel eksogen (X1, X2, dan X3) 
kepada variabel endogen (Z) melalui mediasi variabel intervening (Y). 
Q    = Koefisien Q 
R2m = 1 – (1 – R12)(1-R22)........ (1 – R2p) 




Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara mengalikan jalur sebagai berikut 
(Ghozali, 2013): 
1. X1                      Y (a) 
 Y                        Z  (b) 
2. X2                      Y  (c) 
 Y                        Z  (d) 
3. X3                      Y  (e) 
 Y                        Z (f) 
 
Sehingga koefisien ab = cd = ef = (x - x’), dimana x adalah pengaruh X 
terhadap Z tanpa pengontrol Y sedangkan x’ merupakan koefisien pengaruh X 
terhadap Z melalui pengontrol Y. Standar eror untuk a dan b ditulis Sa dan Sb, 
standar eror untuk c dan d ditulis Sc dan Sd, serta standar eror e dan f ditulis 
sebagai Se dan Sf. Maka besarnya standar eror pengaruh tidak langsung 
(indirect effect) bagi ab adalah sab, bagi cd adalah scd, dan bagi ef adalah sef 
dihitung melaui: 
sab = √𝑏2𝑆𝑎2 +  𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2 + 𝑆𝑏2    ( Jalur 1 ) 
scd = √𝑑2𝑆𝑐2 +  𝑐2𝑆𝑑2 + 𝑆𝑐2 + 𝑆𝑑2    ( Jalur 2 ) 
sef = √𝑓2𝑆𝑒2 +  𝑒2𝑆𝑓2 + 𝑆𝑒2 + 𝑆𝑓2    ( Jalur 3 ) 
Apabila telah ditemukan dilai berdasarkan perhitungan diatas maka 
dilakukan uji signifikansi atas pengaruh tidak langsung dengan menghitung nilai 




 tcd = 
𝑐𝑑
𝑆𝑐𝑑




Berdasarkan perhitungan diatas kemudian membandingkan nilai thitung 
dengan ttabel berdasarkan tingkat signifikansi penelitian yang digunakan, 
sehingga dapat disimpulkan atas koefisien mediasi terdapat pengaruh mediasi 






4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 
Penelitian dilakukan terhadap wilayah di Jawa Timur. Bahan penelitian 
diambil dari data Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2015. Selanjutnya variabel penelitian terdiri atas lima variabel, yaitu 
Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Desentralisasi 
Fiskal yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Belanja 
Daerah. 
 
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Jawa Timur 
Jawa Timur memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 
9 Kota. Secara astronomis Jawa Timur berada pada bentang 111,0° hingga 114,4° 
Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan. Sementara itu Jawa Timur 
merupakan wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu mencapai  47.799,75 Km2. 
Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan 
dan Kepulauan Madura. Dimana, luas Jawa Timur daratan mencapai 90% dan 
luas Kepulauan Madura sebesar 10%. Dimana ibu kota provinsi Jawa Timur ialah 
Kota Surabaya. Adapun batas wilayah Jawa timur terbagi sebagai berikut: 
• Sisi wilayah sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau 
Provinsi Kalimantan Selatan 
• Sisi wilayah sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah 
• Sisi wilayah sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka 
Samudera Hindia 




Gambar 4. 1: Peta Wilyah Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Timur 
 
Sumber: Google.com 
Jumlah Penduduk Jawa Timur hingga tahun mencapai 39.500.000 Jiwa. 
Sementara penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, yaitu 
jumlah penduduk perempuan berjumlah 20.000.000 jiwa dan penduduk laki-laki 
sebanyak 19.500.000 jiwa. Dengan total penduduk di Jawa Timur, penduduk 
terpadat berada pada wilayah Kota Surabaya sementara penduduk terendah 
berada pada wilayah Kota Mojokerto. Sebanyak 69% penduduk Jawa Timur 
berusia 15 sampai dengan 64 tahun atau pada usia produktif. 
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 
Deskripsi penelitian memuat penilaian karakteristik dari variabel data yang 
akan digunakan dalam sebuah penelitian. Karekteristik yang akan digunakan 
dalam penelitian ini ialah nilai Minimal, Maximal, Mean, Sum, Standar Deviasi, dan 
Variance. Adapun variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi yang 
disebut dengan EG sebagai variabel endogen, sementara  Indeks Pembangunan 
Manusia yang selanjutnya disebut dengan IPM sebagai variabel intervening, 
kemudian vaiabel eksogen terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Perimbangan, dan Belanja Daerah yang disebut dengan PAD, Daper,serta BD. 




Tabel 4. 1: Deskripsi Variabel Penelitian 
Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Dev 
Log PAD 190 10,91 12,71 11,4551 ,31593 
Log Daper 190 11,64 12,58 12,0688 ,17252 
Log BD 190 11,80 12,91 12,2673 ,21034 
IPM 190 56,98 87,74 69,6846 5,41746 




      
 
Sumber: Diolah Penulis,2019 
Pada tabel 4.1 menunjukan bahwa EG pada kabupaten dan kota di Jawa 
timur memiliki nilai paling rendah sebesar -2.66 dimana nilai tersebut merupakan 
nilai pertumbuhan terendah yang pernah dialami oleh kabupaten dan kota di Jawa 
Timur selama periode tahun 2014 hingga 2018. Pertumbuhan ekonomi nilai 
tertinggi pada variabel EG sebesar 21,95 dimana nilai tersebut dimiliki oleh wilayah 
Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 tersebut dimiliki oleh Kabupaten 
Bangkalan pada tahun 2015. 
IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2018 dengan nilai 
87,74, dimana dengan nilai tersebut menunjukan bahwa kota tersebut memiliki 
status pembangunan manusia yang sangat tinggi. Namun nilai IPM terendah ialah 
56,98 dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2014. Hal tersebut 
menunjukan bahwa Kabupaten Sampang memiliki status pembangunan manusia 
yang rendah.  
Angka harapan hidup pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur hingga tahun 
2018 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun terakhir tersebut terjadi 
nilai yang paling tinggi yang pernah di capai. Indeks harapan hidup tertinggi di 
miliki oleh Kota Surabaya dan di susul oleh Kota Blitar, Kota Kediri, sementara di 




Indeks rata-rata lama sekolah yang di miliki oleh Jawa Timur sudah 
mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2014. Kota Surabaya dan 
Madiun menjadi daerah yang memiliki rata-rata tingkat lama sekolah yang 
dilakukan oleh masyarakt tertinggi. Sementara pada daerah kabupaten dimiliki 
oleh Sidoarjo. 
Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari tingkat 
pemerintahan paling tinggi kepada tinggkat pemerintahan yang rendah, dimana 
PAD, dana transfer, dan belanja daerah merupakan bentuk nyata dari adanya 
desentralisasi. Selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, 
pendapatan asli daerah tertinggi yang pernah dicapai oleh kabupaten dan kota di 
Jawa Timur sebesar Rp5.161.844.571.172 yang ditunjukan dengan angka 
minimum data 12,71, yakni Kota Surabaya pada tahun 2017 dan pendapatan asli 
daerah terendah ditunjukan dengan angka 10,91 yang pernah dicapai sebesar  
Rp80.493.920.959 oleh Kota Batu pada tahun 2014. Akan tetapi dana 
perimbangan yang paling banyak pernah di terima oleh salah satu daerah di 
kabupaten atau kota di Jawa Timur selama tahun 2014 sampai tahun 2018 senilai 
Rp3.814.660.800.562 yang ditunjukkan dengan angka deskripsi variabel sebesar 
12,58, yaitu daerah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2018 dan terendah 
dengan angka 11,64 senilai Rp438.838.612.641, yaitu pada daerah Kota 
Mojokerto pada tahun 2014. 
Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan daerah untuk 
memenuhi keperluan daerah yang telah dianggarkan daerah sesuai dengan 
kebijakkan masing-masing daerah. Nilai maksimal belanja daerah terbesar yang 
pernah dilakukan oleh kabupaten dan kota di Jawa Timur ditunjukan dengan angka 
deskripsi variabel senilai 12,58, sedangkan daerah dengan belanja terkecil selama 





Gambar 4.2 : Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 
 
Sumber: DJPK, di olah 2020 
Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa 
Timur selama tahun 2014-2015 mengalami kenaikan. Adapun daerah yang 
melakukan pengeluaran daerah tertinggi ialah daerah Kota Surabaya yang tindai 
dengan nilai belanja daerah yang paling tinggi. Sementara daerah yang memiliki 
pengeluaran terendah ialah Kota Mojokerto, kecuali pada tahun 2016 Kota 
Pasuruan mengalami penurunan belanja daerah dan terjadi belanja yang terkecil. 
Pada tabel 4.1 variabel EG menunjukkan besarnya standar deviasi sebesar 
1,86 dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang pernah terjadi pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur sebesar 5,44% selama tahun 2014 sampai 
2018. Standar deviasi yang dimiliki oleh variabel IPM adalah 5,42 dengan rata-rata 
nilai IPM yang pernah ada selama periode penelitian adalah 69,68. Selanjutnya 







4.2 Hasil Analisa Data 
4.2.1 Analisis Uji Asumsi 
Menurut Kuncoro (2008) dalam analisis jalur atau path analysis adapun 
asumsi yang mendasari analisis tersebut adalah hubungan antar variabel memiliki 
sifat yang normal. Hubungan variabel yang normal adalah variabel yang memiliki 
sebaran data yang terdistribusi dengan normal. Untuk melihat sifat sebaran data 
tersebut dapat dilakukan dengan uji normalitas.  Cara pengujian ini menggunakan 
pendekatan normal probability plot. 











Mean       3.51e-14
Median   0.213674
Maximum  7.300712
Minimum -9.400780
Std. Dev.   3.302635
Skewness  -0.383111




Sumber: Penulis, diolah 2020 
Bedasaran hasil uji normalitas pada gambar di atas, nilai probability Jarque-
Bera sebesar 0.0954000 yang mana nilai alpha pada penelitian ini sebesar 5% 
atau 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa residual data penelitian berdistribusi 
normal, sebab probability lebih besar dari nilai 0.05. 
 
4.2.2 Analisis Uji Ketepatan Model (Goodness of Fit) 
Model goodness of fit dapat dikur melalui nilai koefisien determinansi, 
dimana nilai tersebut mendekati angka 0 sampai angka 1. Semakin tinggi atau 
semakin mendekati angka 1 menandakan bahwa keberagaman variabel bebas 




Tabel 4. 6: Hasil Estimasi Nilai R-square Pada Regresi Model Persamaan 
Model Regresi Nilai R-squared 
Persamaan Pertama 0.967454 
Persamaan Kedua 0.434634 
 Sumber: Hasil Estimasi Eviews 9, diolah penulis 2020 
Pada tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai R2 dari persamaan pertama 
sebesar 0.97 (dibulatkan), yang mana variabel dependent atau Indeks 
Pembangunan Manusia mampu dijelaskan oleh variabel independent dalam 
permodelan sebesar 97% sementara sisanya dijelas oleh variabel yang tidak 
dimasukkan dalam permodelan. Sementara itu, nilai R2 pada persamaan kedua 
sebesar 0.43 dimana hal tersebut memberi arti bahwa variabel bebas dapat 
menjelaskan variabel terikat sebesar 43% sementara sisanya merupakan variabel 
yang tidak disertakan dalam penelitian. 
Variabel yang tidak di ikut sertakan dalam permodelan atau tidak ikut diamati 
dalam penelitian ialah koefisien residu. Koefisien residu dapat diamati dengan 
rumus sebagai berikut: 
Ɛ =√1 − 𝑅2 
Nilai koefisien residu pada persamaan model pertama adalah Ɛ1= 
√1 − 0.97= 0.173  .Kemudian nilai koefisien residu pada persamaan model kedua 
ialah Ɛ2 = √1 − 0.43 = 0.754. 
4.2.3 Hasil Analisis Jalur 
Analisis jalur dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan 
variabel terikat melalui variabel intervening. Dalam penelitian ini variabel bebas 
adalah desentralisasi fiskal sementara variabel terikat adalah pertumbuhan 






1. Estimasi Koefisien Jalur 
Koefisien jalur merupakan gambaran atas besarnya pengaruh langsung dari 
suatu variabel terhadap variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam 
estimasi persamaan yang dilakukan. Merujuk pada hasil regresi permodelan 
maka dapat dilihat besarnya koefisien jalur sebagai berikut: 
Tabel 4. 7: Hasil Estimasi Koefisien Jalur 
Variabel Coeff Std.Eror 
PAD → IPM 5.269785 1.526506 
DAPER → IPM 6.074554 2.504580 
BD → IPM 6.524391 2.891051 
PAD → EG -1.123602 2.276453 
DAPER → EG -9.080141 3.664328 
BD → EG 8.602023 4.218961 
IPM → EG 0.060240 0.117560 
Sumber: Diolah penulis 2020 
2. Pengujian Koefisien Jalur Secara Simultan dan Parsial 
Pengujian secara simultan dapat dilakukan melalui Uji Statistik F. Dasar 
pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi value F test < 0.05 maka 
terdapat pengaruh variabel eksogen secara simultan atau secara bersama-sama 
terhadap variabel endogen. Selain itu juga dapat dilihat melalui nilai probabilitas 
F statistic dalam estimasi persamaan, dimana dengan nilai prob (F-statistic) lebih 
kecil daripada nilai alpha maka terdapat pengaruh antara variabel eksogen 
dengan variabel endogen secara bersama-sama. 
Pada tabel hasil regresi dapat di lihat bahwa nilai F-statistic memiliki 
probabilitas sebesar 0.000000 pada struktur model persamaan pertama yang 
merupakan lebih kecil daripada nilai alpha pada penelitian (0.05), oleh sebab itu 
dapat dikatakan bahwa variabel PAD, Daper, dan BD memiliki pengaruh 




memiliki nilai F-statistic dengan nilai probabilitas sebesar 0.000004, dimana nilai 
tersebut lebih kecil daripada nilai alpha (0.05) sehingga secara bersama-sama 
variabel PAD, Daper, BD, serta IPM dapat mempengaruhi variabel EG. 
Pengujian secara parsial dapat dilihat melalui Uji T. Uji tersebut di dasari oleh 
nilai thitung dengan ttabel atau p-value yang dapat dibandingkan dengan nilai alpha 
pada penelitian, yaitu sebesar 5% atau 0.05. Apabila thitung lebih besar dari pada 
ttabel ataupun nilai p-value lebih besar daripada nilai alpha maka variabel eksogen 
memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel eksogen. Penelitian ini 
akan membandingkan nilai Prob. T-Statistik dengan nilai alpha. Adapun hasil dari 
Uji T dalam estimasi persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 4. 8: Hasil Uji Koefisien Jalur Secara Parsial (Uji T) 
Variabel Prob. Keterangan 
PAD → IPM 0.0007 Signifikan 
DAPER → IPM 0.0165 Signifikan 
BD → IPM 0.0255 Signifikan 
PAD → EG 0.6223 Tidak Signifikan 
DAPER → EG 0.0143 Signifikan 
BD → EG 0.0432 Signifikan 
IPM → EG 0.6091 Tidak Signifikan 
Sumber: Diolah penulis 2020 
Berdasarkan hasil regresi pada dua model persamaan dan pembahasan 
sebelumnya, maka dapat dibentuk sebuah diagram jalur yang membentuk model 
analisa jalur sebagai berikut: 
Gambar 4. 4: Diagram Persamaan Jalur 



















Keterangan:    Tidak Signifikan 
    Signifikan 
 
3. Pengujian Model (Metode Trimming) 
Hasil pengujian koefisien jalur yang telah dilakukan menunjukan adanya 
variabel eksogen yang tidak signifikan, oleh sebab itu perlu melakukan metode 
jalur trimming. Pengujian atas Jalur Trimming Model dilakukan dengan 
mengeluarkan variabel eksogen yang tidak signifikan, hal ini di lakukan untuk 
melihat apakah terdapat perbedaan permodelan antara model regresi yang 
terdapat hasil tidak signifikan atau tidak signifikan. Apabila hasil pengujian ini 
tidak lolos maka permodelan tidak dapat digunakan. 
Berdasarkan tabel 4.12, variabel eksogen yang tidak signifikan ialah PAD dan 
IPM terhadap EG sehingga kedua variabel tersebut akan dikeluarkan dari 
permodela persamaan kedua. Hasil estimasi regresi pada persamaan kedua 
yang telah dikeluarkan variabel eksogen tidak signifikan adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.9 : Hasil Regresi Jalur Trimming Pada Model Persamaan Kedua 
Dependent Variable: EG   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/08/20   Time: 22:29   
Sample: 2014 2018   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.89790 29.16343 0.442263 0.6589 
LG_DAPER -9.173083 3.352800 -2.735947 0.0070 
LG_BD 8.416705 3.818926 2.203946 0.0291 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.433113    Mean dependent var 5.440474 
Adjusted R-squared 0.285723    S.D. dependent var 1.858968 
S.E. of regression 1.571105    Akaike info criterion 3.926099 
Sum squared resid 370.2556    Schwarz criterion 4.609683 




F-statistic 2.938544    Durbin-Watson stat 2.114930 
Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     Sumber: Hasil Estimasi Eviews 9, diolah penulis 2020 
Berdasarkan hasil estimasi diatas maka akan di lihat kesesuaian model 
dengan menghitung nilai koefisian Q. Sebelum dilakukan perhitungan tersebut, 
diperlukan menghitung nilai Rm2 dan M. Adapun perhitungan data adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4. 10: Analisis Perhitungan Jalur Trimming 
Struktur Model Pertama 
R1 = R2 pada persamaan pertama: 0.9674554 
R2 = R2 pada persamaan kedua: 0.434634 
Rm2 = 1 – (1-R1) x (1-R2) 
 = 1 – (1-0.9674554) x (1-0.434634) 
 = 0.98160056 
Struktur Model Jalur Trimming 
R1 = R2 pada persamaan pertama: 0.9674554 
R2 = R2 pada persamaan trimming: 0.433113 
M = 1 – (1-R1) x (1-R2) 
= 1 – (1-0.9674554) x (1-0.433113) 
 = 0.981550889 
Sumber: Diolah penulis 2020 
Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dilakukan perhitungan koefisien 
Q. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut: 











Hasil perhitungan koefisien Q menunjukan nilai kurang dari 1 maka diperlukan 
pengujian statistik W untuk kemudian dibandingkan dengan nilai X2 daritabel 
distribusi cho-square pada dk (n-1) dan alpha 5% atau 0.05 yang bernilai 
3.84146. apabila Whitung lebih besar daripada X2 maka matriks korelasi estimasi 
berbeda dengan matriks korelasi sampel. Adapun nilai statistik W hitung adalah 
sebagai berikut: 
W hitung = -(N - d) Ln Q 
 = - (190 - 2) Ln 0.997307675 




Melalui hasil perhitungan tersebut menunjukan Whitung lebih besar daripada 
nilai χ2, maka dapat disimpulkan bahwa matriks korelasi estimasi tidak berbeda 
dengan matriks korelasi sampel. Hal tersebut menandakan bahwa model 
perbaikan tersebut sama dengan hipotesis yang telah dibentuk sebelumya 
sehingga dapat menetralisasikan model hipotesis yang sudah dibentuk dengan 
baik. 
4. Pengujian Deteksi Pengaruh Mediasi 
Pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 
endogen melalui variabel mediasi dilakukan dengan Uji Sobel. Sesuai hipotesis 
penelitian maka akan dilihat kekuatan pengaruh antara desentralisasi fiskal 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM).  
Mendeteksi pengaruh mediasi tersebut yang menunjukan pengaruh tidak 
langsung antara variabel X terhadap Z melalui Y dilakukan dengan melakukan 
perkalian jalur X kepada Z dan dengan jalur Y kepada Z yang akan digambarkan 
dalam beberapa koefisien serta pengontrol yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumya. Adapun perhitungan atas Uji Sobel adalah sebagai berikut: 
1) PAD → IPM = 5.27 (a) Standar Eror = 1.53 
 IPM → EG = 0.06 (b) Standar Eror = 0.51 
2) DAPER → IPM = 6.07 (c) Standar Eror = 2.50 
 IPM → EG = 0.06 (d) Standar Eror = 0.51 
3) BD → IPM = 6.52 (e) Standar Eror = 2.89 







a. Analisa Uji Sobel Pada Jalur 1 
1) Koefisen Standar Eror Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect): 
Sab = √𝑏2𝑆𝑎2 + 𝑎2𝑆𝑏2 + 𝑆𝑎2 + 𝑆𝑏2  
= √(0.06)2(1.53)2 + (5.27)2(0.51)2 + (1.53)2 + (0.51)2 
= √9.8294 = 3,3135 







 = 0.095 
Berdasarkan hasil perhitungan pengujian diatas maka Thit < ttabel, yaitu 
0,095 < 1,97273 pada alpha 5%. Selanjutnya dapat disimpilkan bahwa pada 
jalur pertama, ialah variabel X1 terhadap variabel Z tidak melewati pengaruh 
mediasi (intervening) terhadap variabel Y. 
b. Analisa Uji Sobel Pada Jalur 2 
1) Koefisen Standar Eror Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect): 
Scd = √𝑑2𝑆𝑐2 +  𝑐2𝑆𝑑2 + 𝑆𝑐2 + 𝑆𝑑2  
= √(0.06)2(2.50)2 + (6.07)2(0.51)2 + (2.50)2 + (0.51)2 
= √16,1109 = 4.01 







 = 0.091 
Berdasarkan hasil perhitungan pengujian diatas maka Thit < ttabel, yaitu 
0.091 < 1,97273 pada alpha 5%. Selanjutnya dapat disimpilkan bahwa pada 
jalur kedua, yaitu variabel X2 terhadap variabel Z tidak melewati pengaruh 
mediasi (intervening) terhadap variabel Y. 
c. Analisa Uji Sobel Pada Jalur 3 




Sef = √𝑓2𝑆𝑒2 + 𝑒2𝑆𝑓2 + 𝑆𝑒2 + 𝑆𝑓2  
= √(0.06)2(2.89)2 + (6.52)2(0.51)2 + (2.89)2 + (0.51)2 
= √19.6426 = 4.43 







 = 1,733016 
Berdasarkan hasil perhitungan pengujian diatas maka Thit < ttabel, yaitu 
1,733016 < 1,97273 pada alpha 5%. Selanjutbya dapat disimpilkan bahwa pada 
jalur ketiga yaitu variabel X3 terhadap variabel Z tidak melewati pengaruh 
mediasi (intervening) terhadap variabel Y. 
4.2.4 Pengujian Hipotesis 
1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Hasil estimasi data yang telah melalui berbagai pengujian menunjukan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukan koefisien sebesar 0.006 
dengan nilai prob. Thitung > α (0.6091>0.05) dengan alpha sebesar 5% atau 
0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa IPM memberikan pengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak signifikan dengan hubungan 
arah yang positif, dimana apabila IPM meningkat pada 1 satuan maka 
pertumbuahan ekonomi akan naik sebesar 0.06 . Berdasarkan hasil tersebut 
maka Ho ditolak. 
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Hasil estimasi data yang telah melalui pengujian menunjukan bahwa 
pengaruh PAD terhadap IPM adalah signifikan dengan arah yang positif, 
sebab memiliki koefisien sebesar 5.27 dengan nilai prob. thitung > α 




apabila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 persen maka 
akan meningkatkan IPM sebesar 0.0527. Berdasarkan hasil analisa  tersebut 
maka Ho di terima 
3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) 
Hasil estimasi data yang telah melalui pengujian menunjukkan bahwa 
pengaruh dana perimbangan terhadap IPM adalah signifikan sebab nilai 
prob. thitung lebih besar daripada nilai alpha pada penelitian (5% atau 0.05) 
dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 6.07. hal 
tersebut membuktikan bahwa apabila terjadi kenaikan dana perimbangan 
sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0.0607. 
Berdasarkan analisa tersebut maka Ho diterima. 
4. Pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) 
Hasil estimasi data yang telah melalui pengujian menunjukkan bahwa 
pengaruh belanja daerah terhadap IPM adalah signifikan sebab nilai prob. 
thitung lebih kecil daripada nilai alpha pada penelitian (5% atau 0.05), yaitu 
0.02<0.05 dengan arah positif yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 
6.52. hal tersebut membuktikan bahwa apabila terjadi kenaikan pada belanja 
daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai IPM sebesar 0.0652. 
Berdasarkan analisa tersebut maka Ho diterima 
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Hasil estimasi data yang telah melalui pengujian dalam melihat 
pengaruh langsung dan tidak langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi 




ekonomi adalah tidak signifikan sebab nilai prob. thitung lebih besar daripada 
nilai alpha pada penelitian (5% atau 0.05) dengan arah yang negatif yang 
ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -1.12. Hal tersebut membuktikan 
bahwa apabila terjadi kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1% maka 
akan menurunkan nilai IPM sebesar 0.0112 dimana pengaruhnya PAD 
terhadap pertumbuhan tidak berarti. 
Berdasarkan pengujian signifikan pengaruh tidak langsung hubungan 
PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tidak ada 
pengaruh tidak langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui IPM 
sebab dibuktikan melalui nilai thitung pada uji pengaruh tidak langsung lebih 
kecil daripada ttabel (0.095 < 1.97273). Hal tersebut membuktikan bahwa 
pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi tidak perlu melalui pengaruh 
kepada IPM sebagai variabel mediasi. Berdasarkan hasil analisa tersebut 
maka Ho ditolak. 
6. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil estimasi data yang telah melalui pengujian dalam melihat 
pengaruh langsung dan tidak langsung dana perimbangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pengaruh langsung dana 
perimbangan terhadap IPM adalah signifikan sebab nilai prob. thitung lebih 
kecil daripada nilai alpha pada penelitian (5% atau 0.05) yaitu 0.01<0.05 
dengan arah yang negatif yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar -
9.08. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila terjadi kenaikan dana 
perimbangan sebesar 1% maka akan menurunkan nilai pertumbuhan 
ekonomi sebesar 0.098. 
Berdasarkan pengujian signifikan pengaruh tidak langsung hubungan 




tidak ada pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi melalui IPM sebab dibuktikan melalui nilai thitung pada 
uji pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada ttabel (0.091<1.97273). Hal 
tersebut membuktikan bahwa pengaruh dana perimbangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi tidak perlu melalui pengaruh kepada IPM sebagai 
variabel mediasi atau dana perimbangan mampu memengaruhi 
pertumbuhan ekonomi secara langsung. Berdasarkan hasil analisa tersebut 
maka Ho ditolak. 
7. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil estimasi data yang telah melalui pengujian dalam melihat 
pengaruh langsung dan tidak langsung belanja daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pengaruh langsung belanja 
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan sebab nilai prob. 
thitung lebih kecil daripada nilai alpha pada penelitian (5% atau 0.05) yaitu 
0.043<0.05 dengan arah yang positif yang ditunjukkan oleh nilai koefisien 
sebesar 8.60. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila terjadi kenaikan 
belanja daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai pertumbuhan 
ekonomi sebesar 0.098. 
Berdasarkan pengujian signifikan pengaruh tidak langsung hubungan 
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tidak 
ada pengaruh tidak langsung belanja daerah terhadap pertumbuhan 
ekonomi melalui IPM sebab dibuktikan melalui nilai thitung pada uji pengaruh 
tidak langsung lebih kecil daripada ttabel (1.733<1.97273). Hal tersebut 
membuktikan bahwa pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan 




atau belanja daerah mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara 
langsung. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka Ho ditolak. 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 
Hasil Analisis data menunjukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
memiliki pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Artinya, pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi 
pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur selama periode 
2014 sampai 2018, sebab IPM merupakan tolak ukur untuk pembangunan dengan 
objeknya adalah manusia.  
Ranis (2000) mengungkapkan bahwa IPM yang dimiliki oleh suatu wilayah 
tinggi maka tingkat kesadaran akan pendidikan, kesehatan, dan kualitas 
seseorang juga tinggi. Melalui kesadaran tersebut maka seseorang memiliki 
produktivitas yang baik dalam kehidupannya. Akan tetapi tidak ada pengaruh 
secara otomatis bagi IPM terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tidak tercipta 
peluang bagi masyarakat untuk bekerja yang akan menghasilkan produktivitas 
yang diharapkan. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan suatu produktivitas yang 
baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, masyarakat harus bekerja. 
Pada gambar 4.3 di bawah ini, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur 
masih tinggi. Pengangguran terbuka merupakan masyarakat yang merupakan 
angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat pendidikan 
lulusan SMK, diploma , dan disusul oleh sarjana menyumbang tingkat 
pengangguran terbuka yang banyak sementara pada jenjang pendidikan tersebut 
manusia memiliki ilmu dan skill yang baik untuk dapat berproduktivitas. Oleh sebab 




ekonomi dapat disebabkan oleh masyarakat yang telah menerima pembangunan 
memiliki kontribusi yang kecil dalam aktivitas perekonomian. 
Gambar 4. 5: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan (Persen) 
 
Sumber: BPS Jawa Timur, 2018 
Tingkat pendidikan yang di peroleh masyarakat tersebut menunjukkan lama 
sekolah yang ditempuh semakin tinggi, dimana semakin tinggi seseorang 
menerima pendidikan itu berarti pengetahuan masyarakat akan semakin membaik. 
Namun meskipun begitu, apabila masyarakat tidak bekerja maka masyarakat 
tersebut dikatakan tidak memiliki kapasitas untuk produktivitas dalam 
memproduksi barang dan jasa yang lebih berkualitas maka tidak terjadi 
peningkatan ouput yang dapat menciptakan kenaikkan hasil produksi. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memiliki kontribusi dalam menghasilkan 
suatu barang dan jasa yang lebih baik dalam kegiatan perekonomian.  
Menurut Suryana (2000) negara berkembang memiliki permasalahan dalam 
hal sumber daya manusia bersama dengan pendekatannya. Negara berkembang 
memiliki kecenderungan memiliki lulusan sekolah tinggi yang menganggur, hal ini 
disebabkan oleh lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang kurang 
marketable yang diiringi dengan kapasitas ekonomi yang kurang memadai untuk 
menyerap sumber daya yang siap untuk berproduksi dengan baik. 
Hasil studi ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 




pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana kualitas pembangunan 
manusia perlu di tingkatkan lebih baik lagi. 
 
4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia 
Hasil analisis data menujukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 
pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Hasil ini memberikan arti bahwa apabila pendapatan asli daerah 
pada kabupaten dan kota di Jawa Timur meningkat maka akan terjadi kenaikan 
juga pada nilai IPM di tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang 
berupa pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, 
serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat memberikan dorongan bagi 
keberhasilan membangun kualitas hidup masyarakt yang berupa pendidikan, 
kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak. 
Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan utama di daerah 
yang pergunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pada gambar 
4.4, terlihat bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki 
kebutuhan pada bidang pendidikan dan kesehatan lebih besar daripada bidang 
yang lain, sebab sebanyak 37% kabupaten dan kota memiliki program prioritas 
pada sektor pendidikan dan sebanyak 21% kabupaten dan kota di Jawa Timur 
memiliki program prioritas pada sektor kesehatan. Hal ini menjukkan bahwa 
mayoritas alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Timur 




Gambar 4.6: Program Prioritas Kabupaten dan Kota Jawa Timur 
 
Sumber: Ananda (2017) 
Sebagaimana Decentralization Theorm oleh Oate (1993), bahwa melalui 
desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya 
yang kemudian akan mementuk kebijakkan publik berdasarkan kebutuhan 
masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang mendasar ialah seperti layanan 
pendidikan yang baik, tingkat kesehatan penduduk yang baik, serta mendorong 
masyarakat untuk memiliki kehidupan yang layak (Khusaini 2006). Pemenuhan 
kebutuhan tersebut merupakan bagian dari dimensi IPM. 
Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro (2016) 
yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah sangat berperan dalam 
peningkatan kualitas pembangunan manusia di tiap-tiap provinsi. Selanjutnya hasil 
penelitian yang serupa juga ditunjukkan oleh Sari (2016), bahwa PAD memiliki 
pengaruh terhadap IPM sebab pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk 
membangun dan memperbaiki fasilitas publik seperti sarana pendidikan, sarana 






4.3.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia 
Hasil analisa data mengungkapkan bahwa dana perimbangan yang terdiri 
dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 
(DBH) dapat memberikan dampak terhadap pembangunan manusia. Artinya 
apabila terjadi peningkatan dana perimbangan maka Indeks Pembangunan 
Manusia akan meningkat selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada 
Kabupaten dan Kota Jawa Timur. hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Gustav (2000) serta Hariani RS (2018). 
Sebagaimana pendapat kuncoro (2014) bahwa tingginya ketergantungan 
keuangan daerah terhadap pemerintah pusat menyebabkan pembangunan di 
daerah masih bergantung pada pemerintah daerah. PAD dan pendapatan lain-
lainnya hanya mampu berkontribusi dalam pendapatan sebesar 20% dan sisanya 
berasal dari dana perimbangan. Oleh sebab itu dana perimbangan yang 
merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat memberikan pengaruh 
yang besar bagi daerah.  
Tabel 4. 11: Proporsi Dana Perimbangan Dalam Pendapatan Daerah (Dalam 
Milyar) 
2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata
Dana perimbangan Rp1.060,88 Rp1.106,39 Rp1.353,92 Rp1.331,24 Rp1.449,50 Rp1.260,39
Pendapatan daerah Rp1.813,45 Rp2.019,38 Rp2.113,31 Rp2.251,84 Rp2.387,96 Rp2.117,19
Proporsi Dana 
Perimbangan
59% 55% 64% 59% 61% 59%
Sumber: DJPK, diolah 2020            
Komponen terbesar dalam dana perimbangan ialah dana alokasi umum 
dimana dana alokasi umum dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah 
adalah untuk pemerataan kemampuan antar daerah yang bersifat block grants, 
yaitu dalam alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah dengan prioritas 




kepada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prioritas 
dan kebutuhan di kabupaten dan kota di Jawa timur sebagian besar diarahkan 
kepada pelayanan akan kesehatan dan pendidikan sehingga alokasi dana 
perimbangan sebagian besar diarahkan kepada prioritas kebijakkan yang telah 
dibentuk. Kesehatan dan pendidikan merupakan dimensi yang membentuk nilai 
IPM, oleh sebab itu dana perimbangan akan memberikan pengaruh yang baik 
terhadap angka pembangunan. 
Gambar 4.7: Komposisi Dana Perimbangan Pada Kabupaten dan Kota Jawa 
Timur 
 
Sumber: DJPK, dilah 2020 
Dana bagi hasil juga dalam hal pengunaannya bersifat block grants sama 
seperti dana alokasi umum sehingga pengalokasian dana tersebut sesuai dengan 
kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah. Sementara itu dana alokasi khusus 
merupakan dana yang berasal dari APBN kepada daerah untuk membiayai 
kebutuhan khusus di daerah yang khusus atau bersifat special grants yang 
penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing 
daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan seperti rumah sakit, pendidikan, 
jalan, dan air bersih. Oleh sebab itu DAK juga dapat mendukung pembangunan 





4.3.4 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
Hasil analisa data mengungkapkan bahwa belanja daerah yang terdiri dari 
belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah signifikan dengan arah positif. 
Artinya apabila belanja yang dilakukan pemerintah meningkat maka menyebabkan 
kenaikan pada nilai IPM. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Khusaini (2016), Sari (2016), dan Hastu (2016). 
Belanja daerah memiliki pengaruh terhadap nilai IPM menunjukkan bahwa 
pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki peranan penting 
untuk pembangunan dimensi pendidikan, kesehatan, dan kemampuan 
masyarakat. Peranan belanja daerah dalam ketiga hal tersebut dapat di tinjau 
melalui alokasi belanja yang dibelanjakan untuk masing-masing keperluan 
tersebut. 
Belanja daerah fungsi pendidikan dan kesehatan merupakan belanja yang 
paling dekat ataupun paling berpengaruh dengan IPM. Sebab pendidikan dan 
kesehatan merupakan pilar IPM sehingga apabila pemerintah daerah memiliki 
pengeluaran yang ditujukan untuk urusan tersebut maka terjadi peningkatan 
kualitas ataupun akses di bidang pendidikan maupun kesehatan dan pada 
akhirnya meningkatkan IPM. 








Belanja fungsi pendidikan merupakan alokasi belanja terbesar pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur. Proporsi pengeluaran di bidang tersebut 
adalah seperempat dari total pengeluaran yang dilakukan daerah selama tahun 
2014 sampai 2018, walaupun pada tahun 2015 pengeluaran yang dilakukan tidak 
sampai angka 10%. Besarnya pengeluaran dana pemerintah ini digunakan 
peningkatan sarana dan prasaran pendidikan, seperti perbaikkan dan 
pembangunan sekolah, pengadaan buku perpustakaan sekolah, pelatihan bagi 
tenaga pendidik, dan sebagainya. Selain itu, adanya program wajib belajar 12 
tahun dimana apabila dapat diterapkan dengan baik maka dapat meningkatkan 
angka melek huruf dan juga angka rata-rata lama sekolah.  
Belanja bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan 
kota juga dapat mendorong pencapaian IPM di wilayah Jawa Timur. belanja pada 
bidang ini dialokasikan untuk sarana dan prasana kesehatan di daerah seperti 
peningkatan alat kesehatan, pembangunan ataupun pembangunan puskemas di 
daerah, dan sebagainya. Melaui prasaran dan sarana yang memadai di daerah 
membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan pada 
akhirnya dapat meningkatkan harapan hidup seseorang. 
 
4.3.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil analisis data menunjukkan pengaruh secara langsung pendapatan asli 
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak tidak signifikan dengan arah 
yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki 
pengaruh yang begitu berarti bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2014-2018. 
Pendapatan asli daerah selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat di daerah juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 
di daerah. Namun jika di lihat pada tabel 4.12, pendapatan asli daerah secara rata-




oleh daerah. Proporsi tersebut menandakan bahwa Kabupaten dan Kota Jawa 
Timur di tahun 2014-2018 menunjukkan kapasitas fiskal yang rendah. 
Tabel 4. 12: Persentase Kontribusi PAD Dalam Pendapatan Asli Daerah 
(Dalam Milyar) 
















Kontribusi PAD 18,2% 19,0% 19,2% 23,3% 20,4% 20,0% 
Sumber: DJPK, diolah 2020       *Dalam Milyar 
Kapasitas fiskal yang rendah pada akhirnya dapat membuat pemenuhan 
akan segala keperluan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi 
sangat terbatas. Hal tersebut akhirnya membuat PAD tidak dapat menopang 
seluruh kebutuhan di daerah, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. 
Fenomena tersebut sejalan dengan prasyaratan atas asumsi yang 
dibawakan oleh Oates (1993), bahwa negara berkembang memiliki karakteristik 
kapasitas fiskal yang rendah sehingga daerah tidak memiliki keleluasaan fiskal 
yang nyata secara efektif sebab rendahnya PAD menandakan bahwa daerah 
menerima dana yang bersumber dari hibah pusat yang akan membuat perluasan 
program juga terbatas.  
Hasil studi ini juga sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Davoodi dan Zou (1998). Dalam pengujian yang dilakukan pada 46 negara maju 
dan berkembang selama periode 1970-1989 tersebut membuktikan bahwa hanya 
10% negara berkembang yang memiliki pengaruh desentralisasi di bidang 
pendapatan yang berhubungan signifikan, dimana hal tersebut dimungkinkan 
dengan pemerintah daerah tidak mampu bertindak sebagai agen administratif 
yang baik. 
Berdasarkan hasil analisa data atas pengaruh tidak langsung pendapatan 
asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi Indeks Pembangunan 




tidak dapat menjadi perantara yang baik bagi PAD untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi, sehingga PAD memiliki hubungan langsung terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Penyebab IPM tidak dapat memediasi hubungan PAD dengan 
pertumbuhan ialah disebabkan oleh tidak signifikannya pengaruh yang di berikan 
oleh IPM kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dipicu oleh masyarakat yang telah 
menerima pembangunan tidak memiliki produktivitas dan akhirnya pertumbuhan 
tidak dapat dicapai. 
 
4.3.6 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil analisis data menunjukkan pengaruh langsung dana perimbangan 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur adalah 
signifikan dengan arah yang negatif. Hal ini membuktikan bahwa ketika terjadi 
peningkatan dana perimbangan maka akan mengakibatkan penurunan 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Jawa Timur selama periode 2014-
2018. 
Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN kepada 
daerah dimana menurut World Bank (1999), desentralisasi dapat memberikan 
dampak yang negatif di negara berkembang. Penyebab pengaruh negatif yang 
diberikan adalah adanya instabilitas makroekonomi yang akhirnya dapat 
menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, hal yang mendasar 
dalam pengaruh negatif tersebut ialah terletak pada sumberdaya ekonomi yang 
cukup lemah dan skill sumber daya yang mengelola anggaran juga lemah. 
Lemahnya pengelolaan pemerintah dalam mengatur anggaran dapat terlihat 





Tabel 4. 13: Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota Jawa Timur 
Milyar %  Milyar % Milyar % Jml % Jml %
Pegawai Rp33.415,74 51 Rp34.667,38 46 Rp36.141,36 44 Rp32.699,82 39 Rp32.992,06 38
Modal Rp12.744,91 19 Rp16.420,89 22 Rp18.390,77 22 Rp17.134,37 20 Rp15.783,99 18
Barang Rp12.611,13 19 Rp14.922,54 20 Rp16.842,61 20 Rp19.754,84 23 Rp22.004,79 26
Lainnya Rp6.693,42 10 Rp10.014,45 13 Rp11.210,77 14 Rp14.675,51 17 Rp15.246,06 18
Total Rp65.465,20 100 Rp76.025,27 100 Rp82.585,51 100 Rp84.264,54 100 Rp86.026,83 100
Belanja
2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: DJPK, diolah 2020 
Selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pengeluaran yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kabupaten kota di Jawa Timur paling 
banyak digunakan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan alokasi 
pemerintah yang berupa upah maupun tunjangan kepada tenaga PNSD. 
Sementara untuk mencapai sebuah pertumbuhan, belanja yang harus dikeluarkan 
adalah untuk belanja modal ataupun belanja barang. Maka alokasi dana 
perimbangan oleh pemerintah pusat lebih mengarah kepada pengeluaran 
pegawai, sehingga anggaran ini tidak dapat memberikan dampak yang positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tesebut mengambarkan bahwa sumber daya 
manusia belum sepenuhnya efektif mengelola anggaran. 
Hasil serupa dengan studi juga pernah dilakukan oleh Pangaribuan (2019) 
yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak bagi 
pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara tidak tepat, dimana lebih banyak 
alokasi yang dilakukan tidak menyentuh produktivitas. Penelitian oleh Saputra 
(2013) juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang digambarkan melalui 
transfer pemerintah pusat menyebabkan dampak yang negatif bagi pertumbuhan 
ekonomi yang disebabkan oleh realisasi alokasi atas dana tersebut di kuasai oleh 
belanja pegawai, selain itu juga faktor eksternal yang mempengaruhi dampak 
negatif tersebut ialah krisis yang menyebabkan daya saing Indonesia untuk 




Berdasarkan hasil analisa data atas pengaruh tidak langsung dana 
perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) adalah tidak signifikan. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa IPM tidak dapat menjadi perantara yang baik bagi dana perimbangan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dana perimbangan memiliki 
hubungan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebab IPM tidak dapat 
memediasi hubungan dana perimbangan dengan pertumbuhan ialah disebabkan 
oleh tidak signifikannya pengaruh yang di berikan oleh IPM kepada pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini dipicu oleh masyarakat yang telah menerima pembangunan tidak 
memiliki produktivitas dan akhirnya pertumbuhan tidak dapat dicapai. 
 
4.3.7 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil analisis data menunjukkan pengaruh langsung belanja daerah 
terhadap pertumuhan ekonomi adalah signifikan dengan arah positif. Hal ini 
membuktikan bahwa semakin besar belanja yang dilakukan pada kabupaten dan 
kota di Jawa timur maka akan menyebabkan kenaikkan pertumbuhan ekonomi 
pada periode tahun 2014 sampai 2018. 
Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dibawa oleh Keynes. Teori 
tersebut berpandangan bahwa untuk membentuk sebuah pertumbuhan ekonomi 
melalui pendapatan nasional dibutuhkan peran pemerintah dalam pengelolaan 
perekonomian melalui kebijakkan fiskal yaitu goverment expendicture. Belanja 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi belanja langsung dan 
belanja tidak langsung, namun kegiatan belanja yang sangat mempengaruhi 
perekonomian adalah belanja langsung (Kaat dan Rotinsulu, 2019). Hal tersebut 
dikarenakan belanja langsung memiliki alokasi pengeluaran untuk belanja barang 




Melalui belanja atau pengeluaran atas barang ataupun jasa yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah maka dapat membuat efek multiplier melalui 
meningkatkan permintaan barang dan jasa pada aktivitas perekonomian, 
kenaikkan permintaan tersebut akhirnya akan menambah nilai pendapatan 
nasional yang di tandai oleh pertumbuhan ekonomi. Pada kabupaten dan kota di 
Jawa Timur selama periode lima tahun tersebut terlihat bahwa dalam postur 
belanja daerah yang dilakukan setidaknya 20% dari anggaran digunakan untuk 
membeli barang dan jasa atas keperluan pemerintah daerah dalam menjalankan 
sistem pemerintahan di era desentralisasi.  
Selain pengeluaran akan barang dan jasa, dampak belanja modal juga dapat 
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Belanja modal 
merupakan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka 
menambah aset ataupun biaya pemeiharaan yang bersifat menambah nilai 
manfaat di masa mendatang. Sehingga pengeluaran atas belanja modal yang 
dilakukan adalah seperti pengadaan atau peningkatan jalan, gedung bangunan, 
tanah, irigasi, jaringan, dan modal fisik lainnya. belanja-belanja tersebut 
merupakan pengeluaran pemerintah yang dapat memperbaiki kondisi infrastruktur 
di daerah (Susilo & Pudjiharjo et al, 2018).  
Apabila kondisi infrastruktur di daerah dapat dikatakan baik maka akan 
menjadi suatu pertimbangan bagi investor membangun usaha, melalui 
kedatangan investor maka peluang akan perluasan kapasitas ekonomi menjadi 
bertambah dan pertambahan kapasitas tersebut akan meningkatkan pendapatan 
nasional yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, besaran 
belanja daerah yang telah di lakukan pada kabupaten dan kota jawa timur memiliki 
efek multiplier yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. 
Hasil studi ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 




mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang di tinjau kembali melalui trend 
belanja daerah dengan pertumbuhan daerah yang searah. Terdapat belanja 
infrastruktur yang tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan 
ekonomi, atau dengan kata lain belanja pada bidang infrastruktur dapat 
memberikan pengaruh langsung untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.  
Berdasarkan hasil analisa data atas pengaruh tidak langsung belanja daerah 
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) adalah tidak signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IPM tidak dapat 
menjadi perantara yang baik bagi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi, sehingga belanja daerah memiliki hubungan langsung terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Penyebab IPM tidak dapat memediasi hubungan belanja 
daerah dengan pertumbuhan ialah disebabkan oleh tidak signifikannya pengaruh 
yang di berikan oleh IPM kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dipicu oleh 
masyarakat yang telah menerima pembangunan tidak memiliki produktivitas dan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan terhadap Kabupaten dan Kota Jawa Timur dengan 
tujuan untuk melihat pengaruh dana desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 
ekonomi melalui IPM memiliki hasil sebagai berikut: 
1. Indeks Pembangunan Manusia tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi kabupaten dan kota di Jawa Timur selama tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2018. Artinya, masyarakat yang telah menerima pembangunan 
belum memiliki tingkat produktivitas yang baik. 
2. Pendapatan asli daerah memengaruhi indeks pembangunan manusia pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur pada periode 2014 sampai 2018. Hasil 
tersebut membuktikan bahwa desentralisasi fiskal pada bidang pendapatan 
daerah dapat memberikan pengaruh bagi pembangunan manusia di daerah. 
3. Dana perimbangan yang terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi umum, 
dan dana bagi hasil dengan besaran yang diperoleh daerah memiliki pengaruh 
terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil tersebut membuktikan bahwa 
desentralisasi fiskal pada bidang dana perimbangan yang merupakan bantuan 
dari pemerintah pusat juga dapat memberikan pengaruh bagi pembangunan 
manusia di daerah. 
4. Belanja daerah memiliki pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi pada 
kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2014 sampai 2018. Melalui hasil 
tersebut maka pemerintah daerah telah melakukan tugas dan tangungjawab 





5. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh langsung yang tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengaruh tidak langsung 
pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi IPM 
tidak signifikan, artinya IPM bukan variabel mediasi yang baik antara 
pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. 
6. Dana perimbangan memiliki pengaruh langsung yang negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengaruh tidak langsung dana 
perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi IPM tidak 
signifikan, artinya IPM bukan variabel mediasi yang baik antara dana 
perimbangan dan pertumbuhan ekonomi. 
7. Belanja daerah memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur selama tahun 
2014-2018. Selanjutnya pengaruh tidak langsung belanja daerah terhadap 
pertumbuhan ekonomi melalui mediasi IPM juga tidak signifikan, artinya 
bahwa IPM belum menjadi variabel perantara yang baik antara hubungan 
PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini masih banyak 
keterbatasan yang perlu disempunakan kembali, adapun saran yang dapat 
diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat pengangguran terbuka pada 
tingkat pendidikan menengah kejuruan hingga tinggi sehingga menyebabkan 
produktivitas masyarakat kecil dan akhirnnya tidak dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah kabupaten dan 




tingkat pendidikan tersebut, yaitu dengan menyusun program pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dengan sistem serifikasi kopetensi. 
Selain itu pemerintah dapat melakukan insentif bagi dunia usaha yang mau 
bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan euang praktek 
kerja. Melalui hal tersebut pembangunan yang dilakukan dapat mencetak 
SDM berkualitas serta dapat dicetak oleh industri dan pada akhirnya 
menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas yang dihasilkan. 
2. Melihat pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh kecilnya kontribusi 
dalam postur pendapatan daerah, maka diharapkan pemerintah dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah di masing-masing daerah melalui 
ekstenfikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah dengan cara melalukan 
sosialisasi terkait manfaat dan jenis pajak namun tetap memberikan intesif 
yang bersifat khusus untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif yang mana 
pajak daerah dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi apabila merusak aktivitas dalam perekonomian. 
3. Melihat pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 
memiliki dampak negatif yang disebabkan oleh kurang efisien alokasi yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana pengeluaran pemerintah daerah 
lebih banyak diarahkan kepada belanja gaji pegawai. Maka diharapkan 
pemerintah daerah melakukan evaluasi terkait alokasi anggaran supaya tidak 
hanya mengarah kepada belanja pegawai namun dapat difokuskan untuk 
belanja fungsi ekonomi yang dapat memberikan stimulus kepada 
pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan 
UMKM dan koperasi, transportasi sehingga dana perimbangan dapat 
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Dependent Variable: IPM   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/08/20   Time: 20:02   
Sample: 2014 2018   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -144.0303 21.42166 -6.723583 0.0000 
LG_PAD 5.269785 1.526506 3.452187 0.0007 
LG_DAPER 6.074554 2.504580 2.425379 0.0165 
LG_BD 6.524391 2.891051 2.256754 0.0255 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.967454    Mean dependent var 69.68463 
Adjusted R-squared 0.958716    S.D. dependent var 5.417459 
S.E. of regression 1.100741    Akaike info criterion 3.218346 
Sum squared resid 180.5331    Schwarz criterion 3.919020 
Log likelihood -264.7429    Hannan-Quinn criter. 3.502179 
F-statistic 110.7268    Durbin-Watson stat 2.317693 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     




Lampiran 2: Hasil Pengujian Regresi Persamaan Struktur Model Pertama 
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/08/20   Time: 22:23   
Sample: 2014 2018   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 38   
Total panel (balanced) observations: 190  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 18.17606 35.09486 0.517912 0.6053 
LG_PAD -1.123602 2.276453 -0.493576 0.6223 
LG_DAPER -9.080141 3.664328 -2.477983 0.0143 
LG_BD 8.602023 4.218961 2.038896 0.0432 
IPM 0.060240 0.117560 0.512420 0.6091 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.434634    Mean dependent var 5.440474 
Adjusted R-squared 0.278012    S.D. dependent var 1.858968 
S.E. of regression 1.579562    Akaike info criterion 3.944466 
Sum squared resid 369.2626    Schwarz criterion 4.662230 
Log likelihood -332.7243    Hannan-Quinn criter. 4.235222 
F-statistic 2.775055    Durbin-Watson stat 2.107704 
Prob(F-statistic) 0.000004    
     






Lampiran 3: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Timur selama 
periode 2014-2018 
Wilayah 2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Bangkalan Rp135.785.489.734 Rp175.624.054.291 Rp200.083.202.454 Rp325.525.663.296 Rp199.258.427.616
Kab. Banyuwangi Rp283.488.703.181 Rp346.992.331.407 Rp367.872.665.894 Rp388.943.532.861 Rp450.066.949.215
Kab. Blitar Rp188.827.430.091 Rp216.648.256.570 Rp224.106.765.169 Rp322.878.943.149 Rp252.453.245.801
Kab. Bojonegoro Rp291.244.903.352 Rp337.695.825.017 Rp340.407.679.609 Rp448.188.138.725 Rp425.207.970.431
Kab. Bondowoso Rp134.684.701.402 Rp158.974.210.144 Rp177.025.949.242 Rp229.151.109.431 Rp203.239.207.718
Kab. Gresik Rp700.587.792.877 Rp799.884.870.103 Rp715.480.938.191 Rp871.564.498.248 Rp871.564.498.248
Kab. Jember Rp440.462.012.491 Rp461.882.363.147 Rp524.137.897.017 Rp719.213.581.071 Rp597.509.388.023
Kab. Jombang Rp304.065.301.093 Rp363.963.252.972 Rp374.141.185.826 Rp521.236.583.750 Rp438.197.175.439
Kab. Kediri Rp295.295.340.021 Rp314.229.578.679 Rp339.113.897.822 Rp533.985.244.135 Rp476.905.008.818
Kab. Lamongan Rp272.409.285.216 Rp321.667.133.176 Rp403.474.462.147 Rp429.200.063.877 Rp436.595.179.671
Kab. Lumajang Rp194.076.104.164 Rp212.585.093.436 Rp242.111.541.252 Rp324.253.671.099 Rp270.139.870.884
Kab. Madiun Rp121.390.771.374 Rp149.628.355.468 Rp163.635.265.621 Rp241.944.162.780 Rp219.041.431.267
Kab. Magetan Rp141.162.943.324 Rp164.564.899.426 Rp165.617.751.404 Rp212.806.288.639 Rp196.826.063.936
Kab. Malang Rp411.185.107.107 Rp461.887.704.825 Rp502.754.981.975 Rp743.313.499.675 Rp585.290.988.836
Kab. Mojokerto Rp357.924.994.262 Rp414.965.865.274 Rp447.620.851.329 Rp500.518.075.940 Rp546.289.352.326
Kab. Nganjuk Rp255.880.471.469 Rp287.881.055.210 Rp323.045.177.742 Rp332.495.541.853 Rp361.586.738.454
Kab. Ngawi Rp169.237.013.272 Rp191.166.217.182 Rp195.606.461.847 Rp275.721.180.047 Rp223.871.715.022
Kab. Pacitan Rp101.276.945.022 Rp126.449.078.417 Rp150.466.067.821 Rp202.090.671.761 Rp185.153.427.758
Kab. Pamekasan Rp171.518.204.167 Rp170.258.936.684 Rp178.478.890.964 Rp243.311.843.020 Rp222.410.664.049
Kab. Pasuruan Rp421.442.629.861 Rp478.269.057.788 Rp480.758.720.671 Rp759.945.807.968 Rp614.302.515.368
Kab. Ponorogo Rp198.730.421.480 Rp210.695.348.135 Rp240.111.321.574 Rp308.232.104.639 Rp289.017.741.958
Kab. Probolinggo Rp195.263.627.246 Rp207.370.345.161 Rp221.719.364.518 Rp302.046.061.276 Rp234.483.636.963
Kab. Sampang Rp123.039.103.223 Rp142.512.555.663 Rp135.785.953.318 Rp209.545.224.678 Rp135.349.867.961
Kab. Sidoarjo Rp1.115.332.938.500 Rp1.266.786.727.409 Rp1.335.283.958.793 Rp1.671.806.819.697 Rp1.685.558.666.147
Kab. Situbondo Rp129.640.577.934 Rp148.507.958.983 Rp173.836.184.925 Rp228.523.663.374 Rp187.287.219.449
Kab. Sumenep Rp162.371.865.154 Rp172.687.320.521 Rp208.982.186.961 Rp190.750.065.359 Rp185.832.755.753
Kab. Trenggalek Rp132.951.069.332 Rp155.254.334.899 Rp182.174.291.709 Rp253.224.852.674 Rp233.808.792.639
Kab. Tuban Rp291.079.944.393 Rp345.965.620.446 Rp364.133.296.890 Rp497.223.807.932 Rp442.531.646.744
Kab. Tulungagung Rp276.577.973.500 Rp309.646.333.189 Rp342.570.756.799 Rp503.103.394.883 Rp453.153.465.280
Kota Blitar Rp102.757.907.576 Rp121.264.917.468 Rp131.920.190.721 Rp194.764.731.103 Rp163.026.005.753
Kota Kediri Rp207.529.193.679 Rp221.927.133.610 Rp238.318.315.508 Rp293.065.134.148 Rp249.093.229.531
Kota Madiun Rp134.584.344.293 Rp164.681.136.058 Rp173.235.929.828 Rp230.608.717.369 Rp230.847.977.147
Kota Malang Rp372.545.396.292 Rp424.938.755.525 Rp477.541.556.465 Rp588.276.962.084 Rp556.888.383.144
Kota Mojokerto Rp105.277.492.018 Rp129.258.132.763 Rp152.462.202.065 Rp178.295.062.136 Rp182.508.304.189
Kota Pasuruan Rp100.647.029.803 Rp114.734.243.910 Rp147.818.815.719 Rp147.981.423.536 Rp153.027.195.761
Kota Probolinggo Rp135.062.805.888 Rp142.434.720.375 Rp171.307.335.437 Rp203.937.860.276 Rp175.789.670.859
Kota Surabaya Rp3.307.323.863.978 Rp4.035.649.478.398 Rp4.090.206.769.388 Rp5.161.844.571.172 Rp4.973.031.004.727
Kota Batu Rp80.493.920.959 Rp104.233.584.925 Rp109.533.498.034 Rp149.423.863.144 Rp162.574.646.582





Lampiran 4: Belanja Daerah Kabupaten dan Kota Jawa Timur selama periode 
2014-2018 
Wilayah 2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Bangkalan Rp1.563.613.835.058 Rp1.838.357.542.933 Rp1.944.897.677.149 Rp2.009.248.055.038 Rp2.087.071.413.379
Kab. Banyuwangi Rp2.299.307.896.458 Rp2.741.772.556.678 Rp3.095.291.585.673 Rp2.776.030.217.673 Rp2.753.665.811.333
Kab. Blitar Rp1.803.200.913.471 Rp2.072.628.708.228 Rp2.368.672.195.620 Rp2.350.585.581.536 Rp2.209.343.992.302
Kab. Bojonegoro Rp2.416.229.249.526 Rp2.844.471.915.139 Rp3.244.665.911.399 Rp2.827.904.711.002 Rp3.085.425.470.750
Kab. Bondowoso Rp1.471.104.168.998 Rp1.776.098.167.403 Rp1.992.640.093.665 Rp1.935.627.796.905 Rp2.012.067.456.001
Kab. Gresik Rp2.172.823.788.644 Rp2.529.213.281.777 Rp2.552.245.208.369 Rp2.644.649.372.216 Rp2.644.649.372.216
Kab. Jember Rp2.695.939.576.095 Rp3.083.637.991.191 Rp2.979.940.928.164 Rp3.558.375.056.145 Rp3.450.097.455.532
Kab. Jombang Rp1.780.114.993.045 Rp2.164.953.026.633 Rp2.364.581.573.271 Rp2.401.430.893.003 Rp2.354.108.953.698
Kab. Kediri Rp1.826.897.145.025 Rp2.274.442.061.439 Rp2.617.072.095.866 Rp2.768.989.737.774 Rp2.738.308.201.108
Kab. Lamongan Rp1.913.817.056.084 Rp2.407.389.245.871 Rp2.796.049.237.223 Rp2.729.589.182.636 Rp2.813.870.872.928
Kab. Lumajang Rp1.472.595.339.059 Rp1.660.465.122.739 Rp1.934.507.119.990 Rp1.998.722.819.796 Rp2.100.383.026.800
Kab. Madiun Rp1.313.906.804.803 Rp1.581.057.648.337 Rp1.834.089.868.120 Rp1.790.817.628.208 Rp1.759.824.310.395
Kab. Magetan Rp1.378.803.787.285 Rp1.589.421.037.874 Rp1.775.919.398.050 Rp1.642.678.958.519 Rp1.716.126.360.247
Kab. Malang Rp2.864.314.173.736 Rp3.538.236.408.629 Rp3.543.281.420.694 Rp3.617.054.713.495 Rp3.648.517.932.311
Kab. Mojokerto Rp1.714.068.693.264 Rp2.179.606.828.112 Rp2.259.797.937.481 Rp2.326.306.874.254 Rp2.375.393.418.428
Kab. Nganjuk Rp1.736.787.185.572 Rp1.983.727.931.370 Rp2.201.118.780.939 Rp2.218.770.813.888 Rp2.312.797.118.680
Kab. Ngawi Rp1.585.266.460.836 Rp1.836.690.671.905 Rp2.036.077.500.396 Rp2.070.773.064.216 Rp2.026.237.765.090
Kab. Pacitan Rp1.202.651.576.766 Rp1.408.458.278.765 Rp1.644.719.320.619 Rp1.629.539.754.070 Rp1.595.939.987.645
Kab. Pamekasan Rp1.385.107.527.776 Rp1.751.155.310.592 Rp1.864.638.211.689 Rp1.719.504.104.745 Rp1.719.319.711.299
Kab. Pasuruan Rp2.000.790.721.323 Rp2.443.728.058.573 Rp3.159.908.257.413 Rp3.100.211.150.696 Rp3.140.572.335.213
Kab. Ponorogo Rp1.626.511.374.280 Rp1.894.974.865.711 Rp2.100.639.906.306 Rp2.237.311.676.081 Rp2.210.190.859.172
Kab. Probolinggo Rp1.524.038.393.412 Rp1.879.876.712.132 Rp2.038.786.352.784 Rp2.093.894.297.819 Rp2.173.585.097.156
Kab. Sampang Rp1.273.260.757.435 Rp1.704.171.539.547 Rp1.778.548.485.251 Rp1.663.946.531.152 Rp1.688.227.124.511
Kab. Sidoarjo Rp3.891.267.451.395 Rp3.662.799.265.945 Rp3.651.619.251.558 Rp3.748.313.122.059 Rp4.188.537.810.911
Kab. Situbondo Rp1.305.647.017.406 Rp1.480.028.872.079 Rp1.659.809.374.323 Rp1.611.319.203.889 Rp1.730.464.593.001
Kab. Sumenep Rp1.607.328.844.636 Rp1.958.131.572.633 Rp2.048.692.697.927 Rp2.059.630.836.386 Rp2.150.352.289.099
Kab. Trenggalek Rp1.372.622.453.315 Rp1.552.970.281.991 Rp1.514.164.750.369 Rp1.759.709.021.297 Rp1.746.458.163.645
Kab. Tuban Rp1.768.024.608.472 Rp1.998.111.557.092 Rp2.219.079.048.791 Rp2.366.556.522.222 Rp2.415.211.580.095
Kab. Tulungagung Rp2.046.805.679.450 Rp2.317.348.435.617 Rp2.606.293.854.903 Rp2.576.151.524.387 Rp2.576.191.955.190
Kota Blitar Rp659.079.331.973 Rp782.148.792.597 Rp857.795.223.708 Rp784.297.309.172 Rp811.042.753.124
Kota Kediri Rp979.743.351.878 Rp1.120.702.813.857 Rp1.484.725.405.962 Rp1.269.944.308.581 Rp1.237.745.256.863
Kota Madiun Rp853.473.318.174 Rp877.219.888.409 Rp1.031.564.193.296 Rp954.991.703.030 Rp1.036.658.830.596
Kota Malang Rp1.602.999.850.132 Rp1.803.420.540.918 Rp1.710.077.444.260 Rp1.813.923.922.302 Rp1.925.070.651.869
Kota Mojokerto Rp631.979.414.510 Rp706.783.751.689 Rp944.717.143.505 Rp739.086.252.868 Rp808.163.334.616
Kota Pasuruan Rp637.201.523.936 Rp740.796.890.630 Rp785.408.101.775 Rp819.502.697.452 Rp809.437.611.038
Kota Probolinggo Rp778.254.103.608 Rp731.680.260.277 Rp911.768.784.365 Rp957.598.284.550 Rp947.112.971.040
Kota Surabaya Rp5.707.378.466.054 Rp6.490.359.759.532 Rp7.151.661.549.430 Rp7.912.409.152.257 Rp8.176.929.496.299
Kota Batu Rp632.737.653.584 Rp819.751.076.487 Rp819.686.549.126 Rp779.141.659.105 Rp851.727.037.592




Lampiran 5: Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota Jawa Timur selama periode 
2014-2018 
Wilayah 2014 2015 2016 2017 2018
Kab. Bangkalan Rp1.048.610.699.394 Rp1.184.662.822.511 Rp1.354.664.114.508 Rp1.452.478.980.467 Rp1.344.825.042.010
Kab. Banyuwangi Rp1.387.611.468.719 Rp1.494.315.803.224 Rp1.847.137.392.967 Rp1.793.664.689.557 Rp1.960.992.382.687
Kab. Blitar Rp1.161.109.878.332 Rp1.242.813.217.360 Rp1.599.003.618.435 Rp1.543.625.115.315 Rp1.599.499.305.169
Kab. Bojonegoro Rp1.761.753.712.013 Rp1.958.214.470.034 Rp1.994.205.631.703 Rp1.887.900.309.658 Rp3.814.660.800.562
Kab. Bondowoso Rp979.336.957.137 Rp1.051.590.156.581 Rp1.297.761.524.802 Rp1.311.071.739.391 Rp1.336.039.553.661
Kab. Gresik Rp1.065.300.023.150 Rp1.103.936.339.654 Rp1.336.689.003.743 Rp1.324.731.018.270 Rp1.324.731.018.270
Kab. Jember Rp1.746.847.365.217 Rp1.917.759.331.546 Rp2.279.360.485.155 Rp2.309.229.753.650 Rp2.347.407.698.706
Kab. Jombang Rp1.131.290.917.695 Rp1.170.782.676.685 Rp1.479.449.655.860 Rp1.486.041.199.349 Rp1.559.258.761.514
Kab. Kediri Rp1.291.562.467.696 Rp1.345.374.425.457 Rp1.647.816.793.647 Rp1.683.437.725.657 Rp1.769.048.284.685
Kab. Lamongan Rp1.209.760.803.838 Rp1.313.958.388.093 Rp1.708.680.363.941 Rp1.430.407.531.370 Rp1.700.714.352.575
Kab. Lumajang Rp1.015.127.007.111 Rp1.067.949.312.205 Rp1.286.208.545.624 Rp1.317.925.709.276 Rp1.390.713.615.483
Kab. Madiun Rp929.365.868.564 Rp1.017.860.927.782 Rp1.286.874.686.970 Rp1.180.876.436.337 Rp1.286.346.821.945
Kab. Magetan Rp953.331.478.618 Rp985.585.834.300 Rp1.240.909.563.966 Rp1.243.820.501.734 Rp1.280.133.487.395
Kab. Malang Rp1.831.998.927.025 Rp1.893.231.262.923 Rp2.308.269.278.031 Rp2.299.979.677.583 Rp2.413.067.750.143
Kab. Mojokerto Rp1.028.168.843.301 Rp1.079.256.466.351 Rp1.315.350.439.444 Rp1.343.618.935.383 Rp1.427.268.109.599
Kab. Nganjuk Rp1.132.151.189.738 Rp1.166.956.491.647 Rp1.438.057.806.688 Rp1.503.523.174.920 Rp1.529.562.444.177
Kab. Ngawi Rp1.116.680.126.031 Rp1.164.518.440.211 Rp1.468.168.730.397 Rp1.408.235.808.936 Rp1.486.134.020.027
Kab. Pacitan Rp808.252.090.951 Rp863.523.504.816 Rp1.087.172.953.668 Rp1.081.180.109.317 Rp1.170.405.463.618
Kab. Pamekasan Rp985.006.999.351 Rp1.053.832.740.582 Rp1.300.979.780.444 Rp1.337.421.843.722 Rp1.252.406.756.553
Kab. Pasuruan Rp1.596.421.782.193 Rp1.390.883.903.012 Rp1.831.738.785.197 Rp1.797.540.792.668 Rp1.858.320.668.819
Kab. Ponorogo Rp1.099.675.841.581 Rp1.144.291.367.053 Rp1.455.939.797.771 Rp1.433.075.787.760 Rp1.552.016.044.423
Kab. Probolinggo Rp1.057.795.334.195 Rp1.125.950.388.769 Rp1.320.791.144.299 Rp1.345.461.046.956 Rp1.395.763.926.032
Kab. Sampang Rp920.167.207.243 Rp1.064.694.791.733 Rp1.231.099.448.705 Rp1.104.228.648.147 Rp1.212.116.500.870
Kab. Sidoarjo Rp1.402.935.437.170 Rp1.388.639.002.033 Rp1.690.087.946.119 Rp1.708.887.132.594 Rp1.793.474.341.790
Kab. Situbondo Rp930.133.128.794 Rp973.536.392.479 Rp1.171.851.135.392 Rp1.091.000.194.656 Rp1.227.769.851.587
Kab. Sumenep Rp1.219.793.909.333 Rp1.312.971.944.697 Rp1.519.918.959.175 Rp1.505.652.308.070 Rp1.601.302.418.621
Kab. Trenggalek Rp940.434.484.091 Rp977.071.592.537 Rp1.217.293.670.903 Rp1.194.709.714.127 Rp1.277.893.727.422
Kab. Tuban Rp1.089.336.814.742 Rp1.141.173.339.001 Rp1.443.895.947.283 Rp1.418.244.471.704 Rp1.493.217.733.407
Kab. Tulungagung Rp1.228.749.107.704 Rp1.281.702.685.859 Rp1.726.713.610.875 Rp1.594.108.897.063 Rp1.701.678.499.757
Kota Blitar Rp469.115.316.257 Rp483.344.695.393 Rp622.676.097.741 Rp562.579.364.596 Rp626.534.717.922
Kota Kediri Rp778.752.526.381 Rp774.087.250.166 Rp842.341.149.826 Rp839.311.216.993 Rp880.243.891.871
Kota Madiun Rp605.215.256.742 Rp597.215.788.294 Rp717.561.434.206 Rp638.973.881.834 Rp678.417.066.007
Kota Malang Rp956.695.776.132 Rp926.364.574.783 Rp1.069.366.446.979 Rp1.174.719.580.753 Rp1.181.289.819.588
Kota Mojokerto Rp438.838.612.641 Rp457.456.088.791 Rp555.962.488.047 Rp519.341.294.299 Rp553.125.341.841
Kota Pasuruan Rp472.477.515.564 Rp483.603.266.233 Rp575.800.437.680 Rp540.344.889.909 Rp649.988.532.331
Kota Probolinggo Rp532.707.444.981 Rp555.092.998.083 Rp613.373.714.039 Rp624.680.854.085 Rp666.819.341.771
Kota Surabaya Rp1.488.374.891.545 Rp1.384.772.424.683 Rp1.941.019.526.654 Rp1.965.635.624.698 Rp2.088.869.968.843
Kota Batu Rp501.994.753.265 Rp503.746.629.211 Rp624.840.719.033 Rp589.620.610.974 Rp649.243.671.787




Lampiran 6: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Jawa Timur 
selama periode 2014-2018 
Wilayah 2014 2015 2016 2017 2018
Kabupaten Pacitan 63,81 64,92 65,74 70,27 67,33
Kabupaten Ponorogo 67,4 68,16 68,93 66,51 69,91
Kabupaten Trenggalek 66,16 67,25 67,78 69,26 68,71
Kabupaten Tulungagung 69,49 70,07 70,82 68,1 71,99
Kabupaten Blitar 66,88 68,13 68,88 71,24 69,93
Kabupaten Kediri 68,44 68,91 69,87 69,33 71,07
Kabupaten Malang 65,59 66,63 67,51 70,47 69,4
Kabupaten Lumajang 62,33 63,02 63,74 68,47 64,83
Kabupaten Jember 62,64 63,04 64,01 64,23 65,96
Kabupaten Banyuwangi 67,31 68,08 69 64,96 70,06
Kabupaten Bondowoso 63,43 63,95 64,52 69,64 65,27
Kabupaten Situbondo 63,91 64,53 65,08 64,75 66,42
Kabupaten Probolinggo 63,04 63,83 64,12 65,68 64,85
Kabupaten Pasuruan 64,35 65,04 65,71 64,28 67,41
Kabupaten Sidoarjo 76,78 77,43 78,17 78,7 79,5
Kabupaten Mojokerto 70,22 70,85 71,38 72,36 72,64
Kabupaten Jombang 69,07 69,59 70,03 70,88 71,56
Kabupaten Nganjuk 69,59 69,9 70,5 70,69 71,23
Kabupaten Madiun 68,6 69,39 69,67 70,27 71,01
Kabupaten Magetan 70,29 71,39 71,94 72,6 72,91
Kabupaten Ngawi 67,78 68,32 68,96 69,27 69,91
Kabupaten Bojonegoro 65,27 66,17 66,73 67,28 67,85
Kabupaten Tuban 64,58 65,52 66,19 66,77 67,43
Kabupaten Lamongan 59,42 69,84 70,34 71,11 71,97
Kabupaten Gresik 72,84 73,57 74,46 74,84 75,28
Kabupaten Bangkalan 60,71 61,49 62,06 62,3 62,87
Kabupaten Sampang 56,98 58,18 59,09 59,9 61
Kabupaten Pamekasan 62,66 63,1 63,98 64,93 65,41
Kabupaten Sumenep 61,43 62,38 63,42 64,28 65,25
Kediri 74,62 75,67 76,33 77,13 77,58
Blitar 75,26 76 76,71 77,1 77,58
Malang 78,96 80,05 80,46 80,65 80,89
Probolinggo 70,49 71,01 71,5 72,09 72,53
Pasuruan 73,23 73,78 74,11 74,39 74,78
Mojokerto 75,04 75,54 76,38 76,77 77,14
Madiun 78,81 79,48 80,01 80,13 80,33
Batu 71,89 72,62 73,57 74,26 75,04
Surabaya 78,87 79,47 80,38 81,07 81,74  





Lampiran 7: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Jawa Timur selama 
periode 2014-2018 
Wilayah 2014 2015 2016 2017 2018
Batu 6,21 5,36 5,23 5,11 5,23
Blitar 5,88 5,68 5,76 5,78 5,83
Kabupaten Bangkalan 7,19 -2,66 0,66 3,53 4,26
Kabupaten Banyuwangi 5,72 6,01 5,38 5,45 5,84
Kabupaten Blitar 5,02 5,06 5,08 5,07 5,1
Kabupaten Bojonegoro 2,29 17,42 21,95 10,26 4,41
Kabupaten Bondowoso 5,05 4,95 4,97 5,03 5,09
Kabupaten Gresik 7,04 6,61 5,49 5,83 5,97
Kabupaten Jember 6,21 5,36 5,23 5,11 5,32
Kabupaten Jombang 5,42 5,36 5,4 5,36 5,43
Kabupaten Kediri 5,32 4,88 5,08 4,9 5,08
Kabupaten Lamongan 6,3 5,77 5,86 5,52 5,5
Kabupaten Lumajang 5,32 4,62 4,7 5,05 5,02
Kabupaten Madiun 5,34 5,26 5,27 5,42 5,1
Kabupaten Magetan 5,1 5,17 5,31 5,09 5,25
Kabupaten Malang 6,01 5,27 5,3 5,43 5,56
Kabupaten Mojokerto 6,45 5,65 5,49 5,74 5,85
Kabupaten Nganjuk 5,1 5,18 5,29 5,26 5,39
Kabupaten Ngawi 5,82 5,08 5,21 5,07 5,26
Kabupaten Pacitan 5,21 5,1 5,21 4,98 5,51
Kabupaten Pamekasan 5,62 5,32 5,35 5,04 5,46
Kabupaten Pasuruan 6,74 5,38 5,44 5,72 5,79
Kabupaten Ponorogo 5,21 5,25 5,29 5,1 5,31
Kabupaten Probolinggo 4,9 4,76 4,77 4,46 4,47
Kabupaten Sampang 0,08 2,08 6,17 4,69 4,51
Kabupaten Sidoarjo 6,44 5,24 5,51 5,8 6,05
Kabupaten Situbondo 5,79 4,86 5 5,07 5,43
Kabupaten Sumenep 6,23 1,27 2,58 5,86 3,58
Kabupaten Trenggalek 5,28 5,03 5 5,02 5,03
Kabupaten Tuban 5,47 4,89 4,9 5 5,16
Kabupaten Tulungagung 5,46 4,99 5,02 5,08 5,21
Kediri 5,85 5,36 5,54 5,14 5,42
Madiun 6,62 6,15 5,9 5,93 5,96
Malang 5,8 5,61 5,61 5,69 5,72
Mojokerto 5,83 5,74 5,77 5,65 5,8
Pasuruan 5,7 5,53 5,46 5,47 5,54
Probolinggo 5,93 5,86 5,88 5,88 5,94
Surabaya 6,96 5,97 6 6,13 6,2  
Sumber: DJPK 2019 
 
